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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rakhmat, nikmat 

kesehatan, hidayah, dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan 

baik. Ide penulisan buku ini timbul karena setelah menjalankan tugas 

mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta sejak tahun 2014, penulis merasa 

memperoleh banyak pengalaman dan pemahaman tentang betapa pentingnya peranan 

Kebijakan Satu Peta untuk pembangunan kewilayahan Indonesia.  

Selain itu, setelah mempelajari dokumen-dokumen penting Badan Koordinasi 

Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) tentang perjalanan membangun sistem 

informasi sumberdaya alam dan lingkungan sejak tahun 1075-an, penulis menyimpulkan 

bahwa hakekat tujuan Kebijakan Satu Peta itu yang dilaksankan di era Badan Informasi 

Geospasial (BIG) sejak tahun 2014 ternyata bersambungan dengan tujuan membangun 

sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan yang telah lama dirintis 

BAKOSURTANAL sejak tahun 1975-an, yaitu untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan dengan membangun sistem informasi spasial sumberdaya alam dan 

lingkungan yang terdistribusi dan terintegrasi. 

Karena menyadari peranan Kebijakan Satu Peta sangat strategis untuk 

pembangunan Indonesia, penulis bertekad memberanikan diri menulis buku ini, agar 

masyarakat memahami tentang pentingnya melanjutkan program Kebijakan Satu Peta 

yang dilaksanakan sejak tahun 2016, yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Presiden 

Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Diterbitkannya 

Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia memperkuat 

keberlanjutan Kebijakan Satu Peta karena salah satu target untuk mewujudkan satu data 

dalam kebijakan Satu Data Indonesia adalah data geospasial. Makna Satu Data Geospasial 

ini adalah sama dengan makna Satu Peta yeng menjadi target pelaksanaan kegiatan 

Kebijakan Satu Peta.  
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Dalam penulisan buku ini, penulis mengantarkan pembaca untuk memahami proses 

pelaksanaan Kebijakan Satu Peta mulai dari hulu hingga hilir, yaitu penjelasan urgensi dan 

manfaat Kebijakan Satu Peta untuk pembangunan nasional, keterkaitan 

penyelengggaraan informasi geospasial yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 4/2011 tentang Informasi Gospasial dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Kebijakan Satu Peta, proses dan kendala pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dan strategi 

melanjutkan program Kebijakan Satu Peta untuk menyongsong visi Pemerintah Indonesia 

pada era revolusi Industri 4.0.  

Penulis mengharapkan semoga buku ini dapat memberikan tambahan informasi 

bagi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta yang 

terintegrasi dengan Kebijakan Satu Data Indonesia pada masa depan. Tiada gading yang 

tidak retak, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu dengan segala hormat dan rendah hati, penulis menerima dengan ikhlas 

terhadap segala kritik dan saran membangun dari pembaca untuk meningkatkan kualitas 

buku ini demi kepentingan publik.  

Demikian disampaikan, selamat membaca dan semoga buku ini bermanfaat.  

 

Cibinong, September 2019 

 

Dr. Ir. Nurwadjedi, MSc.  
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SAMBUTAN KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

 

Assalamualaikum Wr. Wb, 

Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan 

pembangunan nasional. Ditetapkannya Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2016 (Perpres KSP) yang merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket 

Kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 2015 adalah sebagai bukti komitmen 

Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui 

implementasi Kebijakan Satu Peta diyakini dapat mengatasi konflik pemanfaatan ruang 

yang sering kali menghambat pembangunan infrastruktur dan kawasan.  

Pelaksanaan Perpres KSP yang telah berhasil mengintegrasikan 84 tema dari target 

85 Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan telah diunggah ke dalam Geoportal KSP 

merupakan bukti bahwa pembinaan penyelenggaran IGT terhadap 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) yang menjadi tugas dan 

tanggungjawab Badan Informasi Geospasial (BIG) dapat berjalan dengan baik. Capaian 

pembinaan penyelenggaraan IGT ini menunjukkan koordinasi dan sinergi antar K/L/P 

dalam mewujudkan Satu Peta seperti yang diamanatkan dalam Perpres KSP berlangsung 

dengan baik. Kerjasama antar K/L/P yang baik ini diharapkan terus dilanjutkan dan 

ditingkatkan untuk menyelesaikan target sinkronisasi antar IGT berdasarkan Peta Indikasi 

Tumpang Tindih IGT (PITTI) yang telah didentifikasi.  

Tantangan utama ke depan yang harus dilaksanakan oleh BIG sebagaimana yang 

telah diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat peluncuran Geoportal KSP pada 

tanggal 18 Desember 2018 adalah percepatan penyediaan peta RBI skala besar (1:5.000). 

Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu 

Data Indonesia (Perpres SDI) , tantangan yang harus dijawab pada program 

pengembangan KSP adalah mensinergikan dan mengintegrasikan program KSP dan 

Program SDI yang dapat menjawab visi Pemerintah di era revolusi industri 4.0.  
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Buku yang ditulis oleh sdr Dr. Ir. Nurwadjedi Sarbini, MSc ini merefleksikan hasil 

pelaksanaan Perpres KSP dan rencana program keberlanjutannya ke depan. Apa yang 

ditulis oleh sdr Dr. Ir. Nurwadjedi Sarbini, MSc adalah gagasan-gagasan pengembangan 

KSP berdasarkan pengalaman beliau selama menjabat sebagai Deputi Informasi 

Geospasial Tematik BIG untuk menjalankan tugasnya sebagai Penanggungjawab Satuan 

Tugas-1 (Satgas 1) dalam Sekretariat Tim Percepatan KSP sejak tahun 2016 hingga 2018. 

Selain pengalamannya tersebut, sdr Dr. Ir. Nurwadjedi, MSc juga menyampaikan gagasan 

pengembangan KSP berdasarkan pengalaman  beliau selama bekerja di BAKOURTANAL 

sejak tahun 1984. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pemanku kepentingan untuk 

lebih memahami makna KSP, sehingga lebih berkomitmen untuk berpartisipasi 

melanjutkan program pengembangan KSP yang terintegrasi dengan Kebijakan SDI dalam 

rangka mendukung  pembangunan nasional.  

Terima kasih dan selamat kepada sdr Dr. Ir. Nuwadjedi, MSc atas terbitnya buku ini 

dan saya mendorong Pak Nur untuk terus berkarya selama menjadi Windyaiswara Ahli 

Utama di BIG. 

 

Wabillaahi taufik wal hidaayah, 

Wassalamualaikum Wr, Wb. 

Cibinong, September 2019 

Kepala Badan Informasi Geospasial 

 

Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc. 
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RINGKASAN 
 

Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan 

pembangunan nasional. Ditetapkannya Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2016 (Perpres KSP) merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket 

Kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 2015 untuk menjawab permasalahan 

banyaknya tumpang-tindih penggunaan lahan di daerah yang menghambat pertumbuhan 

ekonomi karena tidak adanya kepastian penyediaan lahan untuk investasi pembangunan.  

Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam mewujudkan Satu Peta yang 

mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal. 

Satu Peta adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh walidata 

Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

(K/L/P)  yang dapat dimanfaatkan bersama (One map for all). Proses penyusunan Satu 

Peta mencakup kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT. Kebijakan Satu Peta ini 

pada hakekatnya bertujuan untuk berbagi data Informasi Geospasial (IG) antar pemangku 

kepentingan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk mendukung 

pembangunan nasional. 

Pelaksanaan Perpres KSP telah berhasil mengintegrasikan 84 dari 85 tema IGT (99%) 

yang bersumber dari 19 K/L & 34 Provinsi dan telah diunggah kedalam Geoportal KSP 

(Bagian dari JIGN) untuk diberbagikan antar K/L/P. Dari 84 jenis IGT yang terintegrasi, 

Sekretariat Tim Percepatan KSP dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan 

Badan Informasi Geospasial (BIG) telah selesai memetakan Peta Indikasi Tumpang-Tindih 

IGT (PITTI) di seluruh wilayah Indonesia. Peta PITTI ini sedang digunakan untuk 

penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan melalui proses sinkronisasi antar IGT 

status sektor kehutanan, pertanahan, pertambangan dan tata ruang.  

Perpres KSP tidak dapat dipisahan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia (SDI) karena produk KSP berupa Satu Peta merupakan bagian dari 

target tujuan pelaksanaan Perpres SDI yang terkait dengan data geospasial. Oleh karena 
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itu, sinergi dan pengintegrasian program KSP dengan program SDI merupkan hal yang 

urgent untuk diwujudkan, agar tujuan KSP untuk menjawab permasalahan pembangunan 

nasional ke depan dapat direalisasikan.  
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PITTI : Peta Indikatip Tumpang Tindih IGT 

POKJA : Kelompok Kerja 

PERPRES : Peraturan Presiden 

PERMEN PU : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

PPIDS : Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial  

PPIG : Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi 

Geospasial 

PPIT : Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik 

PPN/BAPPENAS : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

PPRT : Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi 

PSKIG : Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi 

Geospasial 

PTRA : Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 

PUPR : Kementerian Umum dan Pemukiman Rakyat 

P/U/M : Pemerintah/Dunia Usaha/Masyarakat 

Pusdatin : Pusat Data dan Informasi 

LREP : Land Resource Evaluation and Planning Project 

OSS : Online Single Submission 

MREP : Marine Resource Evaluation and Planning Project  

Rakornas : Rapat Koordinasi Nasional 

Rakortek : Rapat Koordinasi Teknis 

RDTR : Rencana Detil Tata Ruang 

RePPProT : Regional Physical Planning Programme for 

Transmigration Regional Physical Planning 

Programme for Transmigration 

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 

RBI : Rupabumi 

SATGAS : Satuan Tugas 

SDI : Satu Data Indonesia 

SDGs : Sustainable Development Goals 

SDM : Sumber Daya Manusia 

SIG : Sistem Informasi Geografi 

SKKNI  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  
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SNI : Standar Nasional Indonesia 

SRGI  : Sistem Referensi Geospasial Indonesia 

TORA : Tanah Obyek Reforma Agraria 

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah 

UU-IG : Undang Undang Informasi Geospasial 

UU-TTR : Undang Undang Tata Ruang 

WGS84 : World Geodetic System tahun 1984 
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1.1  Pentingnya Kebijakan Satu Peta 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kekayaan alam yang 

melimpah. Kekayaan alam tersebut merupakan aset nasional dan berguna sebagai modal 

dasar pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU TTR), kekayaan alam NKRI harus 

dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada 

kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga 

keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai 

dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dilakukan oleh banyak 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/P), serta kalangan swasta dengan 

mengacu pada tugas dan fungsinya atau kepentingannya masing-masing. Karena 

merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, penyelenggaraan 

informasi geospasial (IG) juga dilakukan oleh banyak K/L/P, dan swasta.  Kondisi ini 

mengakibatkan penyelenggaraan  IG masih bersifat sektoral.  Penyelenggaraan IG yang 

bersifat sektoral ini banyak menimbulkan terjadinya tumpang-tindih penggunaan lahan 

atau konflik pemanfaatan ruang, ketidakpastian informasi ruang, pengalokasian ruang di 

kawasan terlarang, konflik sosial, dan lainnya (Nurwadjedi, 2016). Lebih lanjut 

Nurwadjedi (2016) menjelaskan bahwa karena tidak menggunakan peta dasar yang sama, 

maka peta-peta tematik yang diproduksi oleh para pemangku kepentingan penghasil peta 

(K/L/P) banyak yang belum terintegrasi dan banyak ditemukan tumpang tindih 

penggunaan lahan antar sektor. Permasalahan tersebut dapat menghambat 

pembangunan kawasan atau infrastruktur karena berkaitan dengan permasalahan ruang 

dan penggunaan lahan.   

Pembiaraan permasalahan konflik pemanfaatan ruang tersebut harus dihindari 

karena dapat menghambat pembangunan nasional, terutama pembangunan yang 
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berbasis kewilayahan. Tumpang tindih pemanfaatan lahan sering menjadi masalah yang 

tidak kunjung usai dalam  perencanaan tata ruang di berbagai wilayah atau kawasan. 

Pengalaman empiris Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) Badan Informasi 

Geospasial (BIG) dalam mengkaji kualitas peta RTRW Kabupaten/Kota selama kurang 

lebih 5 (Lima) tahun (2014-2019) juga menunjukkan bahwa banyak peta RTRW 

Kabupaten/Kota tidak menggunakan peta dasar nasional (Peta Rupabumi) yang dibuat 

oleh BIG dan penyusunannya banyak yang tidak menggunakan peta-peta tematik yang 

telah ditentukan dalam Permen PU No. 20/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek 

Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam penyusunan Rencana Tata 

Ruang. Kondisi seperti ini mengakibatkan banyak peta RTRW kabupaten/kota yang 

bermasalah, sehingga banyak ditemukan konflik pemanfaatan ruang atau tumpang-tindih 

penggunaan lahan di daerah (Nurwadjedi, 2016). Selain itu, beberapa persoalan yang 

muncul akibat tumpang tindih informasi memunculkan konflik agraria, terutama di 

wilayah perbatasan akibat sengketa tanah dan penataan ruang yang tidak sesuai pun 

tidak dapat dihindari. Yang tercatat oleh Kantor Staf Presiden, konflik agraria di Indonesia 

hingga 2 Mei 2018 sejumlah 334 kasus dengan luasan total 233.000 ha (Farrasati, 2018). 

Permasalahan penyelenggaraan IG yang belum terintegrasi diperkirakan terjadi 

sejak tahun 1970-an. Keberadaan instansi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan 

Nasional (BAKOSURTANAL) yang mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan survei dan 

pemetaan nasional hingga tahun 2010 belum mampu mengatasinya,  Permasalahan 

tersebut  menjadi sorotan pemerintah pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

(SBY). Pada saat rapat Kabinet tanggal 23 Desember 2010, Presiden SBY menegaskan 

tidak boleh ada dua peta dengan tema sama yang menggunakan referensi format peta 

yang tidak standar. Instruksi presiden tersebut dilatarbelakangi oleh ditemukannya peta 

tutupan lahan yang dibuat oleh dua instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Departemen Kehutanan yang menggunakan format peta yang berbeda.   

Spirit Kebijakan Satu Peta (KSP) pada era Presiden SBY dilanjutkan dan lebih 
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ditingkatkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terkait dengan 

penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang KSP 

yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 

2015. KSP ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 

(Perpres KSP). Tujuan Perpres KSP  adalah untuk mempercepat penyediaan peta tematik 

skala 1:50.000 agar peta RTRW Kabupaten/Kota dapat disusun dengan akurat. Peta RTRW 

kabupaten/kota beserta peta tematik pendukungnya yang akurat tersebut merupakan 

data fundamental yang dapat menjamin kepastian lokasi pemanfaatan ruang yang 

berkelanjutan. Selain itu, tujuan Perpres KSP adalah untuk mempercepat penyelesaian 

tumpang tindih penggunaan lahan.  

1.2 Manfaat Kebijakan Satu Peta 

Manfaat pelakasanaan KSP  telah diyakini oleh masyarakat nasional maupun global. 

Konsep KSP pertama kali diimplementasikan pada era Pemerintahan Presiden SBY tahun 

2011 untuk moratorium izin pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut melalui 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin 

Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut (PIPIB). 

Tujuan Inpres Nomor 10/2011 ini adalah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

di kawasan hutan dan lahan gambut, yang telah menjadi komitmen Presiden SBY dalam 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kopenhagen tahun 

2009 untuk menurunkan emisi GRK Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020.  

 Ditetapkannya pelaksanaan KSP melalui Peraturan Presiden No. 9/2016 

menunjukkan pentingnya manfaat KSP sebagai instrumen untuk mengatasi konflik 

pemanfaataan ruang. Karsidi (2016) mengemukakan bahwa pendekatan KSP sangat 

diperlukan untuk mendukung instansi-instansi terkait dalam penyelesaian konflik sosial, 

terutama yang terkait dengan tumpang-tindih perizinan sektoral. Selain itu, inovasi 

kebijakan pemerintah dalam menerapkan KSP untuk mengatasi terhambatnya 
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pembangunan kawasan dan infrastruktur karena konflik pemanfaatan ruang didukung 

oleh Bank Dunia melalui proyek program percepatan reforma agraria selama 5 tahun 

(2018 ς 2023).  

Perencanaan pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan data IG. 

Diterapkannya Perpres KSP dengan ouput data informasi geospasial tematik (Peta 

tematik) yang clean dan clear skala 1: 50.000 dapat membantu perencanaan 

pembangunan infrastruktur secara tepat pada tingkat kabupaten/kota.  Output Perpres 

KSP tersebut yang terdiri dari kelompok peta tematik status dan peta tematik potensi 

sumberdaya alam dan lingkungan dapat digunakan untuk membantu perencanaan 

pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, dan 

lainnya (Nurwadjedi, 2016).  

Masyarakat nitizen Ahli Geodesi (NET GEODET) juga mengemukakan bahwa 

beberapa manfaat KSP adalah sebagai instrumen perencanaan ruang, instrumen 

perizinan pembangunan ruang, instrumen pengawasan ruang, instrumen pengendalaian 

ruang, dan instrumen koordinasi. Melalui kompilasi berbagai sumber, Farrasati (2018) 

menyampaikan bahwa manfaat KSP adalah sebagai berikut:  

a. Membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan 

peta referensi dengan standar dan format yang sama dan dapat diakses melalui 

secara satu pintu melalui Geoportal 

b. Efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan izin serta status lahan bagi Investor 

terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan dan infrastruktur melalui 

implementasi sistem OSS (online single session) 

c. Kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan 

tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai 

d. Penyediaan lahan guna membangun Proyek Strategis Nasional tersedia dengan 

lebih mudah 
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e. Sarana meningkatkan kualitas rencana tata ruang nasional serta meredam konflik 

tumpang tindih informasi yang telah terjadi dan mencegah konflik pemanfaatan 

ruang dan konflik agraria kedepannya 

f. Memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan, 

area pembangunan dan pembangunan tata ruang wilayah 

g. Memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, 

pertambangan, sumber daya lahan, hutan hujan tropis secara transparan sehingga 

pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi 

h. Aspek perencanaan, pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan 

tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi 

lintas sektor dan lintas daerah 

Abidin (2018) menyatakan bahwa άŘŜƴƎŀƴ ǎŜƭŜǎŀƛƴȅŀ Y{t Ǉŀǎŀ ǎƪŀƭŀ мΥрлΦлллΣ 

maka pembangunan yang berbasis tematik, holistis, integratif dan spasial pada skalanya 

dapat tercapai dengan baik. Ke depan KSP akan ditingkatkan pada skala yang lebih detil 

semƛǎŀƭ ǇŀŘŀ ǎƪŀƭŀ мΥрΦлллέ όhttp://www.big.go.id/kebijakan-satu-peta-wujudkan-

perencanaan-pembangunan-nasional-yang-holistik). Pada hakekatnya tujuan akhir 

pelaksanaan KSP adalah berbagi data IG melalui Jaringan Infrastruktur Geospasial 

Nasional (JIGN) untuk mendukung pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, 

ketersediaan basisdata IGT sektoral terintegrasi yang dihimpun dalam portal JIGN 

merupakan aset awal untuk menyongsong pertukaran data geospasial pada era revolusi 

industri 4.0 masa depan dengan mengandalkan teknologi internet.   

Pada saat peluncuran Geoportal KSP tanggal 11 Desember 2018, Presiden RI Joko 

Widodo menegaskan bahwa KSP merupakan salah satu program prioritas dalam 

pelaksanaan Nawacita. Dengan adanya KSP, perencanaan pembangunan, penyediaan 

infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat 

mengacu pada data spasial yang akurat. KSP inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan 

untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.  

http://www.big.go.id/kebijakan-satu-peta-wujudkan-perencanaan-pembangunan-nasional-yang-holistik
http://www.big.go.id/kebijakan-satu-peta-wujudkan-perencanaan-pembangunan-nasional-yang-holistik
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Sejak disahkannya  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 

(UU-IG) pada tanggal 21 April tahun 2011, istilah kegiatan survei dan pemetaan diganti 

dengan istilah penyelenggaraan IG. Produk kegiatan survei dan pemetaan adalah berupa 

peta. 5ƛƎǳƴŀƪŀƴƴƴȅŀ ŦǊŀǎŀ άƛƴŦƻǊƳŀǎƛ ƎŜƻǎǇŀǎƛŀƭέ adalah untuk mengedepankan peran 

penting informasi pada era dijital (Teknologi informasi). Sehingga, peneyelenggaraan IG 

pada hakekatnya adalah kegiatan survei dan pemetaan yang pengelolaan produknya 

disesuaikan dengan kebutuhan pada konstelasi era dijital.   

 Dalam UU-IG, penyelenggaraan IG dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu 

penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan penyelenggaraan Informasi 

Geospasial Tematik (IGT). Penyelenggara IGD adalah BIG sebagai pengganti 

BAKOSURTANAL (Pasal 22 ayat 2). Penyelenggaran IGT adalah Instansi Pemerintah, 

Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang (Pasal 23 ayat 1). Instansi Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah (K/L/P) dalam menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23 ayat 

2). Selain sebagai penyelenggara IGD, BIG dapat mengintegrasikan lebih dari satu IGT 

yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjadi satu IGT 

baru dan menyelenggarakan IGT yang  belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah (Pasal 24). Selain itu, dalam penyelenggaraan IG, pembinaan 

penyelenggaraan IGT seperti pelaksanaan KSP adalah menjadi tugas BIG (Pasal 57). 

2.1 Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU-IG, IGD adalah IG yang berisi tentang obyek 

yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan 

yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.  Penyelenggaraan IGD  dimaksudkan 

untuk memproduksi IGD. Jenis tersebut IGD terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu jaring kontrol 

geodesi (JKG) dan peta dasar (UU-IG Pasal 5). JKG mencakup Jaring Kontrol Horisontal 

Nasional (JKHN), Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN), dan Jaring Kontrol Geodesi 

Nasional (JKGN). Data JKG digunakan sebagai data dasar untuk menentukan Kerangka 
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Referensi Nasional, yaitu SRGI 2013. Peta dasar berupa Peta Rupabumi (RBI), Peta 

Lingkungan Pantai Indoensia (LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) (UU-IG Pasal 

7). Menurut Syafii (2018) output proses penyelenggaraan IGD dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) kelompok, yaitu {ƛǎǘŜƳ wŜŦŜǊŜƴǎƛ DŜƻǎǇŀǎƛŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ όYƻƻǊŘƛƴŀǘ Řŀƴ ŘŜǎƪǊƛǇǎƛ ǘƛǘƛƪ 

ƪƻƴǘǊƻƭ ƎŜƻŘŜǎƛΣ ƳƻŘŜƭ ŘŜŦƻǊƳŀǎƛΣ ƎŜƻƛŘΣ Řŀƴ ŘŀǘǳƳ ǇŀǎŀƴƎ ǎǳǊǳǘύΣ Řŀǘŀ ƎŜƻǎǇŀǎƛŀƭ ŘŀǎŀǊ 

όaƻŘŜƭ ǎǘŜǊŜƻ Ŧƻǘƻ ǳŘŀǊŀκŎƛǘǊŀ ǊŀŘŀǊΣ Ŧƻǘƻ ǳŘŀǊŀ ǊŜǎƻƭǳǎƛ ǘƛƴƎƎƛΣ ǘƛǘƛƪ ǘƛƴƎƎƛκǘƛǘƛƪ 

ƪŜŘŀƭŀƳŀƴκōŀǘƛƳŜǘŜǊƛΣ 5ƛƎƛǘŀƭ 9ƭŜǾŀǘƛƻƴ aƻŘŜƭκ59aύΣ Řŀƴ LD5 όƎŀǊƛǎ ǇŀƴǘŀƛΣ ōŀǘŀǎ 

ǿƛƭŀȅŀƘΣ ƘƛǇǎƻƎǊŀŦƛΣ ǇŜǊŀƛǊŀƴΣ ƴŀƳŀ ǊǳǇŀōǳƳƛΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀǎƛ Řŀƴ ǳǘƛƭƛǘŀǎΣ ōŀƴƎǳƴŀƴ Řŀƴ 

Ŧŀǎƛƭƛǘŀǎ ǳƳǳƳΣ Řŀƴ ǇŜƴǳǘǳǇ ƭŀƘŀƴύΦ Ruang lingkup penyelenggaraan IGD tersebut 

disajikan pada Gambar 2.1. {ǘŀǘǳǎ ƪŜǘŜǊǎŜŘƛŀŀƴ WYD  ŘƛǎŀƧƛƪŀƴ Řƛ DŀƳōŀǊ нΦнΦ 

 

 

 

  

Gambar  2.1   Ruang Lingkup   Penyelenggaraan IGD 
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Peta dasar terdiri atas garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, batas 

wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan (UU-

IG Pasal 12). Dataset layer dasar pada peta dasar tersebut disajikan dalam bentuk Peta 

Rupabumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), Peta Lingkungan Laut 

Nasional (LLN).  Peta RBI merupakan peta dasar wilayah matra darat, sedangkan Peta LPI 

dan LLN merupakan peta dasar wilayah matra pesisir dan laut. Sesuai amanat dalam Pasal 

18 UU-IG, Peta RBI dipetakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 

1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000; peta LPI pada skala 

1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000; peta LLN pada skala 1:500.000, 1:250.000, 

dan 1:50.000. Status ketersediaan Peta RBI menengah (1:50.000/1: 5.000) sudah tersedia 

di seluruh wilayah daratan Indonesia, sedangkan ketersediaan Peta RBI skala 1: 5.000 

sangat terbatas (Gambar 2.3) 

 

Gambar  2.2  Sebaran Jaring kontrol Geodesi: Horisontal dan CORS  (SRGI-2013)    
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Untuk menjamin akurasi peta RBI sebagai peta dasar, BIG menerbitkan Peraturan 

Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar dan 

Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 

Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta 

Dasar (BIG, 2018).  Ketelitian peta RBI mencakup ketelitian horisontal dan vertikal yang 

dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas, 2, dan kelas 3 untuk skala 1: 1000.000 

sampai dengan skala 1: 1000 (Tabel 2.1) 

 

 

 

Gambar  2.3 Status Ketersedian Peta RBI skala 1: 5.000    
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 Nilai ketelitian di setiap kelas tersebut diperoleh melalui ketentuan pada Tabel 2.2.  

  

 

Nilai ketelitian posisi peta dasar pada Tabel 2.2 adalah nilai Circular Error 90% 

(CE90) untuk ketelitian horizontal dan Linear Error 90% (LE90) untuk ketelitian vertikal, 

yang berarti bahwa kesalahan posisi peta dasar tidak melebihi nilai ketelitian tersebut 

dengan tingkat kepercayaan 90%. Nilai CE90 dan LE90 dapat diperoleh dengan rumus 

mengacu kepada standar US NMAS (United States National Map Accuracy Standards) 

sebagai berikut:  

             CE90 = 1,5175 x RMSEr LE90 = 1,6499 x RMSEz  

dengan RMSEr : Root Mean Square Error pada posisi x dan y (horizontal) RMSEz : Root 

Mean Square Error pada posisi z (vertikal). 

Tabel 2.1 .  Ketelitian Geometri Peta RBI (BIG, 2018) 

Tabel 2.2   Ketentuan Ketelitian Geometri Peta RBI Berdasarkan Kelas (BIG, 2018)   
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2.2 Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik 

Ruang lingkup penyelenggaraan IGT diperlihatkan pada Gambar 2.4. Secara umum, 

penyelenggaraan IGT menjadi kewenangan instansi selain BIG (K/L/P). Jenis IGT yang 

diprodukksi oleh K/L/P disebut IGT sektoral dan mencakup berbagai tema yang fungsinya 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi menurut peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Tugas BIG dalam penyelenggaraan IGT adalah dalam 

hal pengintegrasiaan IGT (UU-IG Pasal 24), penyelenggaraan IGT yang belum 

diselenggarakan oleh K/L/P (IGT Non sektoral), dan pembinaan penyelenggara IGT (UU-

IG Pasal 57 ayat 2). Sesuai amanat UU-IG Pasal 57 ayat 3, pembinaan kepada 

penyelenggara IGT dilakukan oleh BIG melalui:  

a. Pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, 

pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;  

b. Pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan 

c. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi 

d. Penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya 

manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah. 

 

 Gambar  2.4   Ruang Lingkup   Penyelenggaraan IGT 
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Salah satu tujuan UU-IG adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan IG yang 

berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi. (UU-IG Pasal 3 butir b). Kunci keberhasilan penyelenggaraan IGT adalah pada 

faktor koordinasi karena pelaku dari penyelenggaraan IGT terdiri dari banyak instansi. 

Kurniawan (2017) menjelaskan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam membangun 

kooordinasi yang baik meliputi perencanaan yang matang, penyamaan persepsi, 

pemahaman materi pembicaraan, sikap terbuka dan saling menghargai, minta feedback, 

penegasan dan motivasi, membangun komunikasi informal. Sumadi (2017) menjelaskan 

bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh instansi pemerintah saat ini adalah minimnya 

komunikasi antar lembaga yang mengakibatkan terhambatnya program strategis 

pemerintah. Selain itu, dinamika serta permasalahan yang dihadapi 

kementerian/lembaga pemerintah saat ini sangat beragam, salah satunya adalah masih 

seringnya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya relasi antar lembaga negara. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, komunikasi antar lembaga perlu lebih dioptimalkan 

untuk menyamakan persepsi terkait visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam 

program Nawacita. 

Untuk mewujudkan penyelenggaran IGT yang terkoordinasi dan terintegrasi, BIG 

sebagai pembina penyelenggara IGT menetapkan walidata IGT dan Kelompok Kerja IGT 

(Pokja IGT). Pertimbangan utama dibentuknya walidata IGT adalah untuk menghindari 

tumpang-tindih penyelenggaraan IGT. Penetapan K/L/P sebagai walidata IGT adalah 

berdasarlan pada tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing instansi. Tugas utama 

walidata IGT adalah menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT, serta 

mengelola dan memberikan akses berbagi data IG melalui JIGN.  

Berdasarkan Keputusan Kepala BIG No 27 Tahun 2019 Tentang Walidata IGT yang 

merupakan revisi dari Keputusan Kepala BIG No. 15 Tahun 2015, banyaknya IGT yang 

dikelola oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (K/L/P) berjumlah 201 tema (Tabel 

2.3). Sebagian besar K/L/P tersebut menjadi walidata IGT lebih dari 1 (satu) tema tema.  

Yang banyak menjadi walidata IGT diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup 
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dan Kehutanan (30 tema), Kementerian Kelautan dan Perikanan (30 tema), Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (25 tema),  Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (23 tema); sedangkan yang tergolong sedikit (Kurang dari 5 tema) 

diantaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (1 tema), 

Kementerian Pariwisata (1 tema), Kementerian Komunikasi dan Informatika (2 tema). 

Walidata IGT untuk 201 tema disajikan di Lampiran 1. 

 

  Tabel 2.3 Banyaknya IGT yang Dikelola Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah 

No. Nama Instansi  Jumlah Jenis IGT  
(Tema) 

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  30 

2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  25 

3 Kementerian Pertanian  5 

4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  23 

5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional  

18 

6 Kementerian Perhubungan  14 

7 Kementerian Kelautan dan Perikanan  30 

8 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi  

5 

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika  2 

10 Kementerian Dalam Negeri  4 

11 Kementerian Perindustrian  4 

12 Kementerian Luar Negeri  2 

13 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  1 

14 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional  

2 

15 Kementerian Pertahanan  3 
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16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  3 

17 Kementerian Pariwisata  1 

18 Kementerian Kesehatan  1 

19 Kementerian Sosial  2 

20 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  7 

21 Badan Informasi Geospasial  7 

22 Badan Pusat Statistik  1 

23 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2 

24 Badan Pengawas Tenaga Nuklir  4 

25 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  2 

26 TNI Angkatan Laut  1 

27 Badan Koordinasi Penanaman Modal  1 

28 Pemerintah Daerah (2 tema) 2 

 Jumlah 201 

  

Memperhatikan banyaknya instansi dan jenis tema IGT, dan untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan IGT, maka BIG bekerja bersama dengan 

instansi-instansi terkait untuk membentuk Kelompok Kerja IGT (Pokja IGT) dan telah 

ditetapkan dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 28 Tahun 2019 yang merupakan revisi 

Keputusan Kepala BIG Nomor 13 Tahun 2016.  Jumlah Pokja IGT yang ditetapkan oleh 

Kepala BIG tersebut adalah 10 Pokja IGT, yang terdiri dari:  

1. Pokja IGT Tata Ruang dan Pertanahan,  

2. Pokja IGT Perubahan Iklim,  

3. Pokja IGT Perizinan Sektoral,  

4. Pokja IGT Sumberdaya Alam dan Lingkungan,  

5. Pokja IGT Sumberdaya Kelautan,  

6. Pokja IGT Infrastruktur,  
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7. Pokja IGT Integrasi Informasi Geospasial dan Statistik,  

8. Pokja IGT Kebencanaan,  

9. Pokja IGT Ekoregion dan Daya Dukung/Daya Tampung Lingkungan Hidup,  

10. Pokja IGT Masyarakat Hukum Adat.  

Pokja IGT mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan IGT 

b. merumuskan kebijakan IGT untuk kepentingan pembangunan nasional; 

c. mensinergikan perencanaan penyelenggaraan IGT antar pemangku 

kepentingan untuk perencanaan pembangunan nasional; 

d. mengevaluasi penyelenggaraan IGT yang dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 

Struktur organisasi Pokja IGT seperti pada Gambar 2.5 terdiri dari pengarah, 

penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota, dengan tugas sbagai berikut: 

a. Pengarah : memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan 
tugas Kelompok Kerja. 

b. Penanggung  Jawab : bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas 
Kelompok Kerja. 

c. Ketua : memimpin dan mengkoordinasikan anggota 
Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya. 

d. Sekretaris : melaksanakan urusan administrasi dalam 
pelaksanaan tugas Kelompok Kerja. 

e. Anggota : melaksanakan tugas sesuai dengan bidang Kelompok 
Kerja IGT tertentu. 
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Agenda kerja Pokja IGT tersebut melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi 

terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) IGT dan Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) IG. Rakortek IGT minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun 

sedangkan Rakornas IG dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Agenda Rakortek Pokja 

IGT umumnya membahas standar teknis bidang IGT, sedangkan Rakornas IG membahas 

rencana program penyelenggaraan IGT setiap tahun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: BIG, 2019b 
Gambar  2.5   Struktur Organisasi Pokja  IGT   
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3.1  Sejarah Perkembangan 

Lahirnya konsep Kebijakan Satu Peta (KSP) tidak dapat dilepaskan dengan 

dibentuknya BAKOURTANAL melalui Keputusan Presiden No 83 tahun 1969. Tugas utama 

BAKOSURTANAL dituntut membangun database dasar dan tematik melalui jaringan 

lembaga-ƭŜƳōŀƎŀ ǘŜǊƪŀƛǘ Řŀƴ ƳŜƳōŀƴƎǳƴ άclearinghouseέ ȅŀƴƎ ƧǳƎŀ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ 

jaringan antara para pembina perpetaan nasional dan antara produsen dan konsumen 

data spasial (BAKOSURTANAL, 2009). Pada hakekatnya tujuan akhir Kebijakan Satu Peta 

(KSP) adalah berbagi data spasial dengan menggunakan teknologi Geographic 

Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografi (SIG). Gagasan konsep 

pemanfaatan teknologi SIG untuk mendukung pembangunan di Indonesia telah 

disampaikan oleh Ketua BAKOSURTANAL (Ir. Pranoto Asmoro) pada rapat ke-4 Panitia 

Kekayaan Alam tahun 1976 di Jakarta, yaitu dengan makalah yang berjudul 

άtŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ {ƛǎǘŜƳ LƴŦƻǊƳŀǎƛ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ 5ŀƭŀƳ wŀƴƎƪŀ tǊƻƎǊŀƳ LƴǾŜƴǘŀǊƛǎŀǎƛ Řŀƴ 

Evaluasi Sumber Daya Alam NasionaƭέΦ {ƛǎǘŜƳ LƴŦƻǊƳŀǎƛ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ pada hakekatnya 

merupakan suatu Sistem Informasi Pengelolaan Sumberdaya dan lingkungan yang 

memberikan bahan bagi perencanaan pembangunan yang harmonis dan menyeluruh 

serta pemanfaatan sumberdaya secara optimal (Asmoro, 1976). Disain konseptual Sistem 

Informasi Sumber Daya tersebut disajikan pada Gambar 3.1. 
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Gagasan konsep Sistem Informasi Sumber Daya diimplementasikan oleh 

BAKOSURTANAL dalam Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam yang 

didalamnya terdapat Proyek Land Resource Evaluation and Planning Project (LREP), yang 

terdiri dari LREP (1986-1991) dan LREP 2 (1991-1996), Proyek Marine Resource Evaluation 

and Planning Project (MREP) pada tahun 1994 ς 1999. Proyek LREP-1 berlokasi di delapan 

provinsi di Sumatera dan Jawa Barat. Proyek LREP-2 berlokasi di 13 provinsi (Kalimantan 

Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, 

NusaTenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya). Proyek LREP melibatkan Badan Perencana 

Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat I, Direktorat Pengembangan Daerah (Ditjen 

Bangda) Departemen Dalam Negeri dan Pusat Penelitian Tanah dan Agrokilmat 

(Puslittanak), Departemen Pertanian. Adapun Proyek MREP yang berlokasi di 10 provinsi 

(Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya) dengan melibatkan 

instansi Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral-Departemen Mineral dan 

Energi, P3O-LIPI, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Lembaga Antariksa dan 

Penerbangan Nasional (LAPAN), BAKOSURTANAL, Badan Penerapan dan Pengkajian 

Teknologi (BPPT), Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Gambar 3.1.  Sistem Informasi Sumber Daya  (Asmoro, 1976) 
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(BAPPEDA). Tujuan proyek LREP maupun MREP adalah pengembangan program nasional 

dalam meningkatkan kemampuan institusi dalam membangun basisdata spasial (SIG) 

yang diperlukan bagi evaluasi dan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam.  Target 

proyek LREP maupun MREP untuk membangun Pusat Data Spasial (Clearing House) di 

instansi Pusat dan Daerah merupakan cikal bakal lahirnya Simpul Jaringan IG seperti 

yang diamanatkan dalam Perpres No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi 

Geospasial Nasional. 

Seiring dengan berlangsungnya proyek LREP dan MREP (Periode 1986-1999), 

BAKOSURTANAL  terus berkoordinasi dengan instansi terkait penyelenggaran IG lainnya 

untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemanfaatan teknologi SIG. Pada tahun 1992 

BAKOSURTANAL untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) SIG 

Nasional (SIGNAS) di Jakarta. Rakor ini diikuti oleh berbagai lembaga/departemen yang 

terkait dengan pemetaan tematik, terutama untuk membahas pertukaran data spasial. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BAKOSURTANAL berupaya mempercepat 

keterserdiaan data spasial baik peta dasar maupun peta tematik dijital. Status 

ketersediaan peta dasar (Peta Rupabumi) himgga tahun 1998 disajikan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Ketersediaan Peta Rupabumi di Indonesia hingga Oktober 1998 

 
 Sumber: BAKOSURTANAL, 2009 

 
Selain mempercepat penyediaan peta dasar, BAKOSURTANAL juga bekerjasama 

dengan Departemen Transmigrasi dan Pemerintah Kerajaan Inggris melalui proyek 

Regional Physical Planning Programme for Transmigration (RePPPRoT) pada tahun 1984 
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ς 1990 untuk memproduksi peta tematik sumberdaya lahan (Peta Sistem Lahan, Peta 

Penggunaan Lahan, Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan, Peta Rekomendasi 

Pengembangan Wilayah) skala 1: 250.000 di seluruh wilayah Indonesia. Proyek RePPProT 

kemudian dilanjutkan dengan Proyek Regional Physical Planning, Map Improvement and 

Training (RePPMiT) pada tahun 1990-1995 untuk perbaikan peta dan digitalisasi peta 

tematik hasil Proyek RePPProT. Peta tematik digital hasil Proyek RePPMiT ini selanjutnya  

disosialisasikan ke Kantor BAPPEDA Provinsi di seluruh wilayah Indonesia untuk masukan 

penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berbasis SIG. Selain 

melalui Proyek LREP dan MREP, sosialisasi hasil proyek RePPMiT tersebut juga merupakan 

awal mula pengenalan teknologi SIG di Kantor BAPPEDA Provinsi di seluruh wilayah 

Indonesia.  

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 178 Tahun 2000 tentang 

susunan organisasi dan tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. BAKOSURTANAL 

memperkuat aspek hukum dan perundangan dalam penyelenggaraan IG, yaitu 

menyiapkan RUU Tata Informasi Geospasial Nasional (RUU-TIGNAS) tahun 2008, sebagai 

embrio UU-IG. Pada saat rapat Kabinet tanggal 23 Desember 2010, ketika Unit Kerja 

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan 

kepada Presiden SBY tentang peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Departemen Kehutanan yang berbeda, Presiden SBY memerintahkan penyusunan satu 

ǇŜǘŀΥ ά ǎŀȅŀ ƛƴƎƛƴ Ƙŀƴȅŀ ǎŀǘǳ ǇŜǘŀ ǎŀƧŀ ǎŜōŀƎŀƛ ǎŀǘǳ-ǎŀǘǳƴȅŀ ǊŜŦŜǊŜƴǎƛ ƴŀǎƛƻƴŀƭέΦ  IGT harus 

merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupabumi) yang dibuat oleh 

BAKOSURTANAL sebagai instansi yang berkompeten dan berkewenangan,  agar IGT yang 

dibangun oleh instansi-instansi lain tidak menimbulkan kesimpangsiuran.  

Upaya BAKOSUTANAL dalam memperkuat aspek hukum penyelenggaraan IG 

mencapai puncaknya ketika pada tanggal 21 April tahun 2011 pemerintahan Presiden RI 

SBY mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 

Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 

10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 

https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Bidang_Pengawasan_dan_Pengendalian_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Bidang_Pengawasan_dan_Pengendalian_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Lingkungan_Hidup_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Kehutanan_Republik_Indonesia
http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Inpres%20No.%2010%20Thn%202011.pdf
http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Inpres%20No.%2010%20Thn%202011.pdf
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Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB). Lahirnya Inpres nomor 10 tahun 2011 

merupakan awal implementasi dari rencana aksi One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) 

versi UKP4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pada tanggal 17 Oktober 2011, BAKOSURTANAL meluncurkan aplikasi Ina-

Geoportal (Geospasial Untuk Negeri) dan sekaligus mencanangkan nama Badan Informasi 

Geospasial (BIG) untuk menggantikan nama BAKOSURTANAL, sebagai amanat UU-IG. Ina-

Geoportal adalah geoportal nasional yang menghubungkan berbagai Kementerian, 

Lembaga, Provinsi, dan Daerah yang menjadi mitra penghubung simpul Jaringan 

Informasi Geospasial Nasional (JIGN).  Pada tanggal 17 April 2014, Presiden SBY 

menetapkan Perpres Nomor 27 Tahun 2014 Tentang JIGN. Fungsi JIGN ini adalah sebagai 

sarana berbagi pakai dan penyebarluasan IG (UU-IG Pasal 3).   

Kebijakan Satu Peta yang dirintis oleh pemerintahan Presiden RI SBY dilanjutkan 

dan ditingkatkan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Pada tanggal 21 Desember 

2015, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Paket 

Kebijakan ini salah satunya mencakup program Kebijakan Satu Peta nasional. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian pada saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi 

 

Gambar 3.2  Presiden RI SBY menginstruksikan pemberlakuan 
Satu Peta  di Indonesia 
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VIII tersebut menyatakan bahwa pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali 

terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. 

Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) sektoral saling 

tumpang tindih satu sama lain. Melalui instrumen KSP, konflik tumpang tindih 

pemanfaatan lahan dan batas wilayah seluruh Indonesia akan dapat dipercepat 

penyelesaiannya.  

 Pada tanggal 1 Februari 2016 Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada 

Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Perpres KSP). Tujuan diterbitkannya Perpres KSP 

ini adalah sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan IGT sektoral yang masih saling 

tumpang-tindih dan sebagai acuan perencanaan pemanfaaran ruang yang terintegrasi. 

Melalui Perpres KSP ini, kementerian/lembaga yang berperan sebagai walidata IGT akan 

menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 yang akurat dan dapat diberbagikan melalui 

JIGN. 

 

3.2 Persyaratan Teknis  

Seperti yang dijelaskan dalam Perpres KSP, Kebijakan Satu Peta didefinisikan 

sebagai arahan strategis untuk mewujudkan Satu Peta yang mengacu pada satu referensi 

geospasial, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal (Gambar 3.3).  Satu Peta 

adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh K/L/P walidata IGT 

yang dapat dimanfaatkan bersama (One map for all). Penyusunan peta tematik tunggal 

tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan IGT yang tumpang 

tindih, ego sektoral K/L/P dalam menjalankan pemerintahan, dan ketidakseragaman peta 

yang dapat membingungkan pengguna, serta mempermudah proses integrasi berbagi 

peta tematik (GT setoral).  

Pada hakekatnya pelaksanaan KSP merupakan penerapan teknologi SIG. Menurut 

Burrough (1986) SIG adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan 

untuk menyimpan, mengelola, menganalisa, dan mengaktifkan kembali data yang 
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mempunyai referensi keruangan, untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan 

pemetaan dan perencanaan.. Dalam pemanfaatan teknologi SIG, data yang dikelola 

merupakan dataset IGT yang georeferensinya mengacu pada IGD (Peta dasar). Dataset IG 

dalam SIG bersumber dari berbagai walidata dan harus standar, sehingga tidak akan ada 

walidata IGT yang mampu memanfaatan teknologi SIG tanpa bekerjasama dengan pihak 

lain atau dengan kata lain pemanfaatan teknologi SIG pada hakekatnya merupakan 

pemanfaatan data IG bersama atau berbagi data IG.  Oleh karena itu, persyaratan teknis 

dalam KSP yang terdiri dari satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdata, dan 

satu geoportal pada dasarnya adalah koheren  dengan persyaratan teknis dalam SIG 

untuk pemanfaatan data bersama antara pemangku kepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.1  Satu Referensi Geospasial 

Persyaratan satu referensi geospasial merupakan faktor fundamental untuk 

menghasilkan IGT yang terintegrasi. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BIG 

Nomor 15 /2013, Sistem referensi geospasial adalah suatu sistem referensi koordinat, 

Gambar 3.3  Persyaratan teknis KSP 
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yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial 

mencakup posisi horizontal, posisi vertikal maupun nilai gayaberat berikut perubahannya 

sebagai fungsi waktu . Dalam UU-IG Pasal 19 dinyatakan bahwa IGT yang dibuat oleh 

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau setiap orang (UU-IG Pasal 23) wajib 

mengacu pada IGD.  Penyelenggaraan  IGT membutuhkan referensi geospasial tunggal 

agar seluruh IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah (K/L/P), kalangan swasta maupun 

perorangan dapat terintegrasi dengan baik. Dengan menggunakan referensi geospasial 

tunggal, IGT di satu wilayah dapat terintegrasi dan seamless (Tersambung) dengan IGT 

wilayah lainnya, sehingga tumpang tindih penggunaan lahan antar sektor dapat dihindari. 

Gambar 3.4 memperlihatkan  tumpang tindih penggunaan lahan antar IGT status (IGT Izin 

Pertambangan, IGT Kawasan Hutan, dan IGT Hak Guna Usaha) sebagai  akibat tidak 

digunakan referensi geospasial tunggal. Tumpang tindih penggunaan lahan tersebut 

dapat menghambat investasi,  penyelesaian proyek pembangunan menjadi terlambat, 

atau menimbulkan konflik sosial.  

 

 

 

IGD sebagai referensi geospasial baku untuk penyelenggaraan IGT meliputi jaring 

kontrol geodesi dan peta dasar (UU-IG Pasal 5). Sesuai yang diatur dalam Peraturan 

Gambar 3.4   Contoh Tumpang Tindih Penggunaan Lahan akibat 
tidak digunakan Satu Referensi Geospasial 
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Kepala BIG Nomor 15 /2013 Pasal 2, sistem referensi geospasial tunggal dalam 

penyelenggaraan IG nasional menggunakan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI-

2013). Sebelum SRGI-2013, BIG (BAKOSURTANAL) menggunakan referensi tunggal  

Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN95). Perdedaan SRG-2013 dan DGN95 dijelaskan pada 

Tabel 3.2. 

                                             Tabel 3.2 Perbedaan SRGI-2013 dan DGN95   

Parameter DGN95 SRGI-2013 

Sifat sistem referensi Statik ITRS 

Sistem referensi koordinat ITRS ITRS 

Kerangka referensi koordinat Jaring kontrol geodesi 

yang terikat pada 

ITRF2000 

Jaring kontrol geodesi yang 

terikat pada ITRF2008 

Datum Geodetik WGS84 WGS84 

Sistem referensi geospasial  MSL Geoid 

Sistem akses dan layanan Tetutup Terbuka dan self service 

 

 SRGI-2013 ini sifatnya kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. 

Sistem koordinat titik-titik pada jaring kontrol geodesi SRGI 2013 digunakan untuk 

pemetaan Rupabumi.  

Peta Rupabumi (Peta dasar)  adalah peta topografi yang menampilkan sebagian 

unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah daratan Indonesia. Peta dasar 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 UU-IG terdiri atas garis pantai, hipsografi, 

perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas 

umum, serta penutup lahan. Dalam pelaksanaan KSP, peta dasar yang digunakan adalah 

Keterangan: ITRS:  International Terrestrial Reference System ; WGS84: World  Geodetic System  1984, MSL: Mean 
Sea Level 
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peta RBI skala 1: 50.000/1:25.000 yang tersedia di seluruh wilayah daratan Indonesia 

(Gambar 3.5).  Contoh peta RBI skala 1: 50.000 disajikan pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

Gambar 3.5   Indeks ketersediaan Peta RBI skala 1: 50.000 
 

Sumber: Syafii, 2019 

Gambar 3.6   Indeks ketersediaan Peta RBI skala 1: 25.000 
 

Sumber: Syafii, 2019 
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3.2.2 Satu Standar 

Persyaratan teknis satu standar dalam KSP dimaksudkan untuk menstandarkan 

komponen data geospasial yang terdiri dari unsur spasial (Geometri), atribut, dan 

metadata. Dalam hal ini,  standar komponen unsur spasial dan atribut mengacu pada  

Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) versi 5.0 SNI ISO 19110:2015 yang disusun oleh 

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi BIG, sedangkan standar metadata 

mengacu pada SNI ISO 19115, yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BIG Nomor 30 

Tahun 2013. Tujuan penggunaan standar KUGI adalah untuk mempermudah terwujudnya 

penggunaan data secara bersama maupun pertukaran data yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang memproduksi, mendistribusikan, dan yang menggunakan data geografis. 

Penyusunan KUGI dimaksudkan untuk mempermudah pertukaran data dan 

pemanfaatan IG digital antar pemangku kepentingan melalui sebuah pemahaman yang 

lebih baik akan isi dan makna dari data tersebut. KUGI  merupakan suatu sistem yang 

berisi unsur (data spasial) dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen (Walidata) 

Gambar 3.7  Contoh Peta RBI skala 1: 50.000 
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dan pengguna informasi geografis dalam membangun struktur basisdat geospasial (PPIG-

BIG, 2013).  Dalam KUGI versi 5, unsur geografis (Fitur) dikelompokkan menjadi A sampai 

dengan Z kategori. Setiap kategori dibagi lagi menjadi subkategori-subkategori yang 

diidentifikasi dengan karakter kedua dari sepuluh-digit kode, berupa suatu nilai alfabetis 

dari A sampai dengan Z (Tabel 3.3).  

   Tabel 3.3 Kode Kategori dan Subkategori Katalog Unsur Geografis 

Kategori Subkategori Kategori Subkategori 

Kode Nama Kode Nama Kode Nama Kode Nama 

 

A 

 

Referensi 
spasial 

AA Jaring kontrol 
geodesi 

 

 

H 

 

 

Utilitas 

HA Instalasi Jaringan 
Air Bersih 

AC Stasiun Pasut HB Instalasi dan 
jarimgan listrik 

 

B 

 

Batas 
wilayah 

BA Batas wilayah 
administrasi 

HC Instalasi dan 
jaringan pos, 
penyiaran atau 
komunikasi 

BB Batas wilayah 
darat 

HD Instalasi dan 
jaringan minyak 
dan gas 

BC Batas wilayah 
laut 

HE Instalasi dan 
jaringan 
pembuangan 
limbah 

 

C 

 

Transportasi 

CA Transportasi 
darat 

HF Instalasi dan 
jaringan bawah 
tanah dan laut 

CB Transportasi laut I Geologi IA Mineral 

CC Transportasi 
udara 

IB Energi 

CD Transportasi 
perkeretaapian 

J TANAH JA Submber daya 
tanah 

  JB Karakteristik 
tanah 

 

D 

 

Hidrografi 

DA Tubuh air 
daratan 

K Toponimi KA Nama geografis 

DB Hidrografi pesisir L Kadaster LA Kadastral 

DC Informasi 
kedalaman 

LB Data pertanahan 

DD Fasilitas 
perikanan 

M Kebencanaan MB  

DE Infrastruktur 
kelautamn dan 
perikanan 

  ZB Hidrologi 
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E Hipsografi EA Relif  

 

Z 

 

 

Data Khusus 

ZC Oseanografi 

F Vegetasi FA Vegetasi alam ZD Sistem Lahan 

FB Vegetasi 
budidaya 

ZE Keanekaragamn 
hayati 

 

 

G 

 

 

Lingkungan 
terbangun 

 

GA Permukiman ZH Meteorologi 

GB Kawasan 
perdagangan 

ZI Klimatologi 

GC Kawasan industri ZM Rencana Tata 
Ruang 

GD Pemerintahan ZN Cakupan citra 
satelit 

GE Pedidikan ZO Tata ruang 

GF Peribadatan ZP Sumber daya 

GG Pariwisata & 
Budaya 

ZQ Nuklir 

GH Pemakaman ZR Neraca 

GI Fasilitas 
kesehatan 

  

GJ Sosial   

GK Kawasan Nuklir   

 

 

Pengkodean unsur geografis dalam KUGI ditulis dalam 10 (Sepuluh) karakter. 

Karakter pertama dan kedua diisi dengan kode kategori dan subkategori (2 karakter). 

Karakter ketiga sampai kesepuluh dari sepuluh-karakter kode fitur merupakan suatu nilai 

numerik dari 00000000 s.d. 99999999. Nilai ini merupakan identifikasi unsur yang unik 

namun masih memenuhi fleksibilitas. Karakter ketiga dan keempat merupakan 

identifikasi untuk kode geometri (Tabel 3.4). Karakter  kelima  dan  keenam  merupakan  

identifikasi  skala (Tabel 3.5),  sedangkan  karakter ketujuh, kedelapan, kesembilan dan 

kesepuluh merupakan kode unsur. Setiap unsur (Fitur) harus diidentifikasi dengan 

sepuluh-karakter alfanumerik. *sebagai contoh, unsur "Jalan" dengan geometri polyline 

pada skala  1:  25.000  direpresentasikan  dengan  kode CA03060160, dengan skema kode 

seperti dibawah ini :  

C A 0 3 0 6 0 1 6 0 

Kategori Sub Kategori Geometri Skala Kode Unsur 
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     Tabel 3.4. Kode Geometri dan Skala Katalog Unsur Geografis (PPIG-BIG, 2018a) 

Geometri Kode Skala Kode 

Point 2D 01 1: 1.000.000 01 

Garis/Polyline 02 1 : 500.000 02 

Poligon 2D 03 1 : 250.000 03 

Point 3D 04 1 : 100.000 04 

Garis/Polyline 3D 05 1 : 50.000 05 

Poligon 3D 06 1 : 25.000 06 

Mesh 07 1 : 10.000 07 

  1 : 5.000 08 

  1 : 2.500 09 

  1 : 1.000 10 

     

 Komponen atribut data geospasial berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik 

data grafis (Spasial). Pengkodean atribut dalam KUGI menggunakan kode-kode untuk 

merepresentasikan kategori informasi. Pernyataan format nilai atribut memberikan suatu 

interpretasi komputer untuk suatu tipe data nilai atribut (sebagai contoh: real, 

alfanumerik). Selain itu nilai atribut menyatakan arti kualitatif atau kuantitatif terhadap 

suatu kode atribut. Atribut dapat digunakan oleh suatu unsur atau banyak unsur, tetapi 

perlu diperhatikan hanya atribut yang benar-benar memiliki arti yang dipilih. Setiap 

atribut diidentifikasi dengan kode tiga karakter alfanumerik yang unik. Sebagai contoh, 

atribut "Fungsi Jalan (Road Function)" memiliki kode RFN dan atribut "Kategori Terminal 

(Terminal Category)" memiliki kode TMC. Ada dua tipe nilai atribut: nilai kode dan nilai 

sebenarnya. Suatu atribut hanya memiliki satu tipe nilai. Nilai kode dapat memiliki 

rentang dari 0 s.d. 999 dan setiap nilai hanya memiliki satu arti. Nilai sebenarnya biasanya 

merupakan pengukuran-pengukuran sebenarnya seperti ketinggian, lebar, tanggal, dan 

lain-lain. Satuan ukuran yang dikaitkan dengan atribut merupakan singkatan sesuai 

dengan satuan kode. Nilai kode atribut harus konsistensi logis dan tidak duplikasi.   
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 Dalam hal metadata, pengertian umum metadata adalah data tentang data atau 

data yang menjelaskan tentang karakteristik data, terutama yang terkait dengan isi, 

kualitas, kondisi, dan cara mengkasesnya. Dalam konteks data geospasial, metadata 

terutama menjelaskan informasi geometri dan atribut seperti skala, proyeksi, format, 

cakupan area, tanggal pembuatan, sumber data, dan informasi lain yang dianggap 

penting. Metadata ini berperan penting dalam mekanisme pencarian maupun pertukaran 

suatu data antar pemangku kepentingan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU-IG 

Pasal 49 ayat , άtŜƴȅŜƭŜƴƎƎŀǊŀ LD wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang 

ŘƛǎŜƭŜƴƎƎŀǊŀƪŀƴƴȅŀ ŘŀƭŀƳ ōŜƴǘǳƪ ƳŜǘŀŘŀǘŀ Řŀƴκŀǘŀǳ Ǌƛǿŀȅŀǘ ŘŀǘŀέΦ  

Standar metadata yang diatur dalam Peraturan Kepala BIG Nomor 30 Tahun 2013 

Tentang Standar Metadata dan/Atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan IG mengacu 

pada standar ISO 19115:2003 yang telah diadopsi menjadi SNI ISO 19115:2012 (BIG, 

2018a). Standar metadata ISO 19115 mempunyai 409 elemen dan terdapat 22 elemen 

inti (core element) yang dibutuhkan untuk mendiskripsikan data dan memiliki elemen 

compound (Role) dibawahnya. Role tersebut terbagi menjadi 11 komponen utama, yaitu 

identifikasi, batasan, kualitas data, representasi spasial, sistem referensi, informasi data, 

referensi portal katalog, distribusi, informasi tambahan dan informasi skema aplikasi 

(BSN, 2012). Masing-masing komponen metadata menyajikan informasi seperti pada 

Tabel 3.6  

 

        Tabel 3.5 Informasi Geografis yang dimuat dalam Metadata (BSN, 2012) 

No Informasi Kandungan Isi 

1 Informasi Entitas File Metadata  
( Metadata Entity Set Information ) 

Informasi pembuat data seperti bahasa, personil 
yang bertanggungjawab, Nama Organisasi, 
Jabatan, Nomor Telepon, Alamat (Nama Jalan; 
Nama Kota; Wilayah Administrasi; Kode Pos; 
Negara), Email , W ebsite , Standar metadata 
yang digunakan, Versi standar metadata. 

2 Informasi Representasi Spasial  
 (Spatial Representation Information) 

Informasi spasial dari data, seperti Jumlah 
Dimensi, Tipe Topologi, Tipe Geometri, Jumlah 
Obyek, Ketersediaan Titik Cek, Ketersediaan Titik 
Kontrol. 
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3 Informasi Sistem Referensi  
 (Reference System Information ) 

Diskripsi sistem referensi yang digunakan seperti 
Proyeksi, Elipsoid, Datum, Parameter proyeksi, 
Zona integer 

4 Ektensi Informasi Metadata  
 ( Metadata Extension Information ) 

Tambahan elemen informasi apabila elemen 
belum termasuk dalam salah satu standard 
dengan mencantumkan sumber laman ektensi 
dan elemen yang ditambahkan. 

5 Informasi Dasar Dataset  
( Identification Information ) 

Informasi dasar, seperti berisi Judul Data, 
Tanggal Publikasi, Abstrak, Batas Geografis. 

6 Informasi Konten Data  
 ( Content Information ) 

Infromasi menjelaskan konten, vektor atau 
raster, seperti Deskripsi liputan data (gambar), 
Deskripsi gambar, Deskripsi katalog unsur yang 

digunakan (data vektor).  
 

7 Informasi Distribusi                            
 ( Distribution Information ) 

Informasi mengenai bagaimana data 
didistribusikan seperti format distribusi, Nama 
penyedia data, Laman pemesanan data, Nama 
pemesan, Judul data, Deskripsi data. 

8 Informasi Kualitas Data  
 (Data Quality Information) 

Cakupan Data, Tahapan pemrosesan data ( 
Lineage ), Informasi Hasil Evaluasi (Kelengkapan 
data, Konsistensi Logis, Akurasi Posisi, Akurasi 
Tematik, Akurasi Temporal). 

9 Informasi Penggambaran Katalog  
( Portrayal Catalogue Information ) 

Katalog Simbolisasi yang digunakan, berisi 
Tanggal, Edisi, Nama organisasi, Alamat, Nomor 
telepon. 

10 Informasi Keterbatasan Penggunaan Data  
( Constraint Information )  

Deskripsi Batasan Penggunaan Data. 

11 Informasi skema aplikasi  
( Application Schema Information ) 

Penjelasan apabila ada keterkaitan unsur dalam 
bentuk skema aplikasi maupun algoritma 
tertentu, dijelaskan sumber skema seperti, judul, 
edisi, no registrasi. 

12 Informasi pemeliharaan  
 ( Maintenance Information ) 

Frekuensi pemeliharaan dan pemutakhiran, 
deksripsi cakupan pemutakhiran, catatan 
pemutakhiran.  
 

 

Selain KUGI dan metadata, persyaratan satu standar juga mencakup standar 

metode pemetaan tematik. Komponen satu standar dalam KSP berperan untuk 

menstandarkan metode pemetaan agar IGT yang dihasilkan akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  Selain itu, komponen satu standar ini berguna untuk 

mempercepat pemetaan di Indonesia karena cakupan wilayahnya  yang sangat luas dan 

untuk menghadapi persaingan global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk 

menghadapi tantangan ini, K/L maupun Pemda tidak dapat mutlak melakukan pemetaan 
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tematik sendiri, walaupun perannya sebagai walidata IGT. Dalam hal ini, standar 

pemetaan dapat digunakan sebagai pengendali kualitas peta yang dilakukan oleh pihak 

lain (Nurwadjedi, 2016).  

3.2.3 Satu Basisdata 

Persyaratan satu basidata  diperlukan untuk menjamin data IG mudah diakses dan 

dapat dimanfaatkan bersama (Berbagi data) melalui jaringan internet (JIGN). Basisdata, 

menurut Healey (1991) adalah suatu kumpulan satu file data atau lebih dalam bentuk 

tabel yang disimpan secara terstruktur sedemikian rupa sehingga data dapat digunakan 

oleh perangkat lunak Data Base Manajemen System (DBMS) untuk tujuan manipulasi, 

dan penyajian kembali (Retrieval). Basisdata dalam KSP adalah basisdata berbasis SIG, 

yaitu sistem informasi spasial berkomputer yang bersumber dari data geospasial beserta 

atributnya. Dalam basisdata SIG, unsur data spasial lebih penting dari pada atributnya 

dan hal inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya (Nurwadjedi et al., 

1998).  

Burrough (1986) menjelaskan bahwa basisdata SIG yang umunya dikelola dengan 

menggunakan DBMS relasional merupakan komponen utama perangkat lunak (Software) 

SIG dan berfungsi untuk penyimpanan,  retrieval data, dan analisis spasial. Penggunaan 

DBMS ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu data terkontrol secara terpusat, data 

dapat digunakan bersama-sama secara efisien, keberadaan data independence, aplikasi 

basisdata lebih muda, pengguna mudah mengakses, pengumpulan data terkontrol 

(Aronoff, 1989). Selain itu, DBMS juga berperan besar untuk manipulasi dan analisis, serta 

penyajian data atribut maupun hubungan antara data spasial dan atribut (Nurwadjedi et 

al. , 1998). .   

Untuk kepentingan berbagi data, format basisdata SIG standar mutlak diperlukan.   

Dataset IG berbasis SIG ini akan dapat dimanfaatkan bersama untuk diintegrasikan atau 

dipertukarkan apabila difasilitasi oleh satu basisdata (DBMS) yang standar. Standar 

basidata SIG dalam KSP mengacu pada format geodatase ArcGis, yang menggunakan 
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DBMS relasional (Gambar 3.8). Geodatabase ini  mewadai feature classes (Spasial), tabel 

(non spasial), Feature Dataset, Relationship classes, Geometrik Netwrok, Topologi, Raster 

Dataset, Raster Catalog, Survey Dataset, Toolboxes, Behaviour Rules. 

 

 

 

 

Feature Clasess adalah kumpulan obyek area (poligon), garis, dan titik. Tabel 

mewadai  obyek non-spasial (informasi tabular), seperti tabel pemilik lahan sawah, tabel 

pemilik ijin lokasi, dan lainnya. Feature dataset mewadai  feature class (layer) yang 

memiliki referensi geospasial sama. Relationship classes mengatur hubungan tematik 

antara tabel, feature classes, atau kedua-duanya, dan mendukung integrasi antara data 

asli dan destination class. 

Feature Classes (Klas fitur) juga dapat dikatakan sebagai kumpulan dari beberapa 

feature (Layer) yang memiliki bentuk geometri dan atribut sama. Setiap fitur yang 

mempunyai tema teretentu disebut layer. Feature classes dalam geodatabase dapat 

berupa single feature atau layer individu dan dapat juga disusun dalam suatu datasets 

layer. Semua datasets layer dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat 

yang sama. Gambar 3.9 memperlihatkan illustrasi dataset layer IGT dalam geodatabase.  

 

 

 

Gambar 3.8  Illustrasi model  DBMS relasional 
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3.2.4  Satu Geoportal  

Persyaratan teknis satu geoportal dimaksudkan untuk mengefektifkan dan 

mengoptimalkan berbagi pakai data hasil KSP antar pemangku kepentingan melalui 

jaringan infrastruktur IG. Sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2014, 

berbagai pakai dan penyebarluasan IG dioptimalkan melalui Jaringan Informasi 

Geospasial Nasional (JIGN). JIGN adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan 

pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta 

berdayaguna. JIGN terdiri dari Jaringan IG Pusat di K/L dan Jaringan IG Daerah di Pemda. 

Seluruh simpul jaringan IG diintegrasikan oleh penghubung simpul jaringan IG yang ada 

di BIG. Tujuan berbagi pakai data IG melalui JIGN adalah untuk membangun pengelolaan 

basisdata IG terdistribusi dan terintegrasi.  Konfigurasi arsitektur JIGN diperlihatkan pada 

Gambar 3.10.  

 Gambar 3.9  Illustrasi dataset layer IGT dalam geodatabase 
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Jaringan IG Pusat di K/L meliputi Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, 

Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan 

Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah (Perpres JIGN Pasal 4 ayat 2). Setiap 

instansi baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah bertugas sebagai simpul jaringan. 

Seluruh simpul jaringan diintegrasikan oleh penghubung simpul jaringan (Perpres JIGN 

Pasal 4). Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan 

pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data 

geospasial dan informasi geospasial tertentu (Perpres JIGN Pasal 1). 

Simpul Jaringan IG Pusat berada di K/L sedangkan simpul jaringan IG Daerah berada 

di Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Simpul jaringan 

IG baik di K/L maupun di Pemerintah Daerah tersebut bertugas sebagai Unit 

Kliring/Penyebarluasan IG. Setiap unit kliring yang ada di simpul jaringan IG K/L dan 

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota memperoleh data geospasial dan 

informasi geospasial dari walidata/Unit produksi data. Dalam pelaksanaan KSP, walidata 

IGT di setiap K/L mengacu pada Keputusan Kepala BIG Nomor 27/2019 tentang Walidata 

IGT. Walidata IGT di setiap K/L yang sesuai dengan Keputusan Kepala BIG tersebut 

disajikan di Lampiran 1.  

 Gambar 3.10  Konfigurasi arsitektur JIGN ( Rusmanto, 2017)  
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Disahkannya Perpres KSP merupakan wujud nyata komitmen Presiden Joko Widodo 

mengimplementasikan UU-IG dalam penyelenggaraan IG untuk mendukung 

pembangunan nasional. Perpres KSP menjadi dasar hukum yang memberi mandat kepada 

K/L/P (Walidata IGT) untuk mewujudkan ketersediaan Satu Peta IGT (Peta tematik) yang 

berfungsi sebagai acuan perbaikan peta tematik di masing-masing sektor dan perbaikan 

peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi data fundamental untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan mandat tersebut, 

Perpres KSP memberi amanat kepada para walidata IGT tentang kewajiban dan 

mekanisme penganggaran, kelembagaan, kegiatan utama, dan Rencana Aksi KSP yang 

harus dilaksanakan (Gambar 4.1).  

 

 

 

 

4.1  Aspek Kelembagaan  

Pelaksanaan Perpers KSP melibatkan banyak instansi Pemerintah di Tingkat Pusat 

(19 K/L) dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi. Dalam rangka percepatan peleksanaan 

KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP (Perpres KSP Pasal 5 ayat 1).  Tim 

Percepatan KSP mempunyai tugas sebagai berikut: 

Gambar 4.1.  Ruang Lingkup Kegiatan Perpres KSP 

 

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2016 
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1. Melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan 

KSP 

2. Membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permaslahan 

dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KS pada 

umumnya dan rencana aksi percepatan peleksanaan KSP pada khususnya 

4. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan 

pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.  

 

 

 

Struktur organisasi Tim Percepatan KSP disajikan pada Gambar 4.2. Tim Percepatan 

KSP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), 

dengan beranggotakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Sekreatiat Kabinet. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Ketua Tim Percepatan KSP dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Percepatan 

KSP (Perpres KSP Pasal 5 ayat 5). Sesuai dengan amanat Perpres KSP Pasal 6 ayat 1, Tim 

Pelaksana KSP mempunyai tugas: 

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2016 

 

 

Gambar 4.2.  Struktur Organisasi Tim Percepatan KSP  
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1. Melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan 

Rencana Aksi dan hasil kerja Pokja IGT dan walidata IGT 

2. Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian 

permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP 

3. Menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Pokja IGT dan walidata 

IGT 

4. Melakukan monitring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan 

pelalsanaan KSP 

5. Menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui JIGN. 

Ketua Tim Pelaksana KSP adalah Kepala BIG. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua 

Pelaksana dibantu oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP yang beranggotakan Satuan 

Tugas 1 (Satgas-1) dan Satuan Tugas 2 (Satgas-2). Sekretaris Sekretariat Tim Percepatan 

KSP adalah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah (Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), yang dibantu oleh 

Wakil Sekretaris 1 (Deputi Bidang kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kantor Staf 

Presiden); dan Wakil Sekretaris 2 (Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG). 

Sesuai dengan amanat Perpres KSP Pasal 7 ayat 4, Satuan Tugas 1 (Satgas-1)  mempunyai 

tugas: 

1. Melakukan inventarisasi dan kompilasi basisdata IGT nasional yang bersumber 

dari kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah 

2. Melakukan pengelompokan IGT dalam kelompok data IGT status, IGT 

perencanaan ruang, dan IGT potensi 

3. Melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD 

4. Mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi 

antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Pokja IGT, dan 

pemerintah daerah terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT 

Sesuai dengan amanat Perpres KSP Pasal 7 ayat 5, Satgas-2 mempunyai tugas: 
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a. Melakukan sinkronisasi antara data IGT di Pokja IGT status 

b. Melakukan sinkronisasi antar data IGT di Pokja IGT Tata Ruang 

c. Melakukan sinkronisasi antara data IGT di Pokja IGT Potensi 

d. Melakukan sinkronsasi antar kelompok data IGT 

e. Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IGT 

f. Membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IGT 

g. Mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi 

antara Tim Percepatan KSP dengan K/L, Pokja IGT, dan pemerintah daerah 

terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IGT 

Penanggungjawab Satgas-1 adalah BIG (Deputi Bidang Informasi geospasial 

Tematik), sedangkan penanggungjawab Satgas-2 adalah Deputi Bidang Koordinasi 

Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian.  

Tim Percepatan KSP dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan, bekerjasama, 

dan/atau berkoordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan 

usaha, dan /atau atau pihak lain (Perpres KSP Pasal 9). Untuk akuntabilitas kinerja 

pelaksanaan KSP, Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan 

percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala 6 (enam) bulan atau 

sewaktu-waktu diperlukan (Perpres KSP Pasal 10). 

 

4.2  Target Kegiatan 

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres KSP, tujuan pelaksanaan KSP 

adalah untuk mewujudkan Satu Peta IGT (Peta tematik) yang mengacu pada satu 

referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Targetnya  adalah 

tersedianya 85 tema IGT terintegrasi dari 19 (Sembilan belas) Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah di 34 Provinsi yang dapat diberbagikan melalui JIGN. Produk Satu Peta 

dari 85 tema terintegrasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan peta 
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tematik di masing-masing sektor, menjadi acuan dalam melakukan perencanaan tata 

ruang yang akurat, dan penyelesaian tumpang-tindih penggunaan lahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target pencapaian IGT terintegrasi yang ditetapkan dalam Rencana Aksi KSP adalah 

85 tema IGT yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu IGT Status, IGT 

Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi. Kelompok IGT status merupakan IGT yang 

mempunyai aspek hukum penguasaan lahan, sedangkan IGT Perencanaan Ruang memuat 

aspek perencanaan pemanfaatan ruang dan kelompok IGT Potensi merupakan kelompok 

IGT yang memuat informasi mengenai lingkungan, potensi kawasan, serta transportasi 

dan utilitas. Ketiga kelompok IGT tersebut didetilkan dan menjadi Rencana Aksi 

pencapaian target percepatan KSP dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 

(Gambar 4.4).   

  

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2016 

 

 

Gambar 4.3   Target  Kegiatan Kebijakan Satu Peta 
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Dataset IGT 85 tema  yang menjadi target pencapaian dalam Rencana Aksi KSP bersumber 

dari 19 instansi (K/L) walidata IGT. Instansi-instansi walidata IGT  dalam pelaksanaan 

kegiatan KSP disajikan pada Tabel 4.1. Dari 19 K/L walidata IGT, setiap K/L mempunyai 

tanggungjawab penyediaan IGT yang bervariasi, tergantung pada tugas dan fungsinya.  

Sebagian besar IGT yang menjadi target KSP adalah skala 1: 50.000.  Jenis IGT yang 

berskala selain 1: 50.000 terdiri dari peta PP RTRWN skala 1: 1.000.000, peta Perda RTRW 

Provinsi skala 1: 250.000, peta Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

skala 1:250.000, Peta RKP skala 1:250.000, Peta Kawasan Wilayah Pertahanan skala 

1:1.000.000, Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000, Peta Rencana Tata Ruang Laut 

Nasional skala 1:1.000.000, Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000, Peta Neraca SD Hutan 

skala 1:250.000, Peta Geologi skala 1:100.000, Peta Hidrogeologi skala 1:100.000, Peta 

Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000, Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 1-12 skala 1:250.000, Peta Jenis dan Kekayaan 

Perikanan tangkap di WPPNRI skala 1:250.000, Peta Batas Administrasi Desa/kelurahan 

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 

2016 

 

 

Gambar 4.4    Rencana Aksi Pencapaian Target  Kebijakan Satu Peta 
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skala 1:10.000, Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000.  Daftar 85 jenis IGT 

beserta walidatanya yang menjadi target KSP disajikan pada Lampiran 2.  

 
               Tabel 4.1 Instansi Penyedia IGT dalam Kegiatan KSP 

No Nama Instansi Penyedia IGT Banyaknya 

Tema IGT 

1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 18 

2 Kementerian Peketjaan Umum dan perumahan Rakyat 

(PUPR) 

11 

3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) 

10 

4 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 6 

5 Kementerian Perindustrian (Kemerin) 2 

6 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 9 

7 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 5 

8 Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2 

9 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 4 

10 Badan Informasi geospapsial (BIG) 3 

11 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 2 

12 Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/BAPPENAS  

2 

13 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 2 

14 Kementerian Pertanian (Kementan) 3 
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15 Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2 

16 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko 

Perekonomian) 

1 

17 Badan Pusat Statiitik (BPS) 1 

18 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 1 

19 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) 1 

 

                                       

4.3  Strategi Pencapaian Target Kegiatan 

 Secara garis besar, strategi pencapaian target pelaksanaan Perpres KSP yang 

dibangun mencakup 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu membangun kesepahaman dan 

kesepakatan kerja dengan instansi-instansi terkait (stakeholders), proses pelaksanaan  

pencapian target, dan berbagi data melalui JIGN (Gambar 4.5). Masing-masing tahap 

kegiatan dibahas sebagai berikut. 

 

4.3.1 Membangun Kesepahaman dan Kesepakatan Kerja dengan Stakeholders 

Pelaksanaan kegiatan KSP melibatkan banyak instansi. Oleh karena itu, kunci 

keberhasilan pencapaian target KSP ditentukan oleh faktor koodinasi. Pelaksanaa 

koordinasi antar instansi tersebut akan berjalan dengan baik apabila ada faktor penguat. 

Dalam pelaksanaan KSP, Faktor penguat utama pelaksanaan koordinasi antar instansi 

adalah Peraturan Presiden Nomor 9/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan KSP (Perpres 

KSP). Menurut Handoko (2003), koordinasi merupakan sebuah proses sinergi dan 

keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar 

tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. Secara singkat, koordinasi adalah suatu 

proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu hal. Tujuan 

koordinasi adalah untuk meraih dan menjaga keefektifitasan organisasi seoptimal 

 Sumber: Sekretariat Tim 

Percepatan KSP, 2016 
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mungkin dengan sinkronasi, kebersamaan, keselarasan serta keseimbangan antara 

aktivitas yang saling berhubungan; untuk menjalankan pencegahan pada munculnya 

konflik dan membuat efisiensi yang optimal pada berbagai kegiatan yang interdependen 

dengan kesepakatan yang mengakomodir semua elemen yang berhubungan; dan untuk 

menciptakan dan menjaga supaya suasana dan perilaku yang ada saling merespon dan 

mengantisipasi pada setiap unit kerja baik yang berhubungan atau tidak. Hal ini agar 

kesuksesan masing-masing unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainya. Untuk 

itu dibutuhkan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif. 

Pelaksanaan koordinasi antar instansi tersebut akan berjalan efektif apabila amanat 

dalam Perpres KSP sebagai faktor penguat pelaksanaan koordinasi  dijalankan dengan 

baik oleh pihak-pihak terkait (Stakeholders). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun kesepahaman dan kesepakatan stakeholders tersebut dilakukan 

melalui rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berperan sebagai walidata 

IGT. Pelaksana rapat koordinasi ini adalah Sekretariat Tim Percepatan KSP yang terdiri 

Gambar 4.5  Strategi Pencapaian Target Rencana Aksi KSP 
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dari Satuan Tugas-1 dan Satuan Tugas-2 (Satgas-1 dan Satgas-2). Satgas-1 

mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kompilasi dan integrasi IGT dan menjadi 

tanggungjawab BIG, sedangkan Satgas-2 mengkoordinasi kegiatan sinkronisasi IGT dan 

menjadi tanggungjawab Kemenko Perekonomian. Rapat koordinasi diwujudkan dalam 

bentuk Rapat Koordinasi Teknis IGT melaui media Pokja IGT (Rakortek Pokja IGT) dalam 

bentuk klinik IGT dan Rapat Koordnasi Nasional IG (Rakornas IG). Rakortek Pokja IGT 

(Minimal dua kali)  membahas permasalahan teknis baik teknis maupun non-teknis yang 

diperlukan, sedangkan Rakornas IG (Satu kali dalam setahun) membahas agenda kerja 

yang terkait dengan evaluasi kerja Pokja IGT dan perencanaan kerja tahun depan. 

Rakornas IG dihadiri oleh instansi-instansi walidata IGT dari semua Pokja IGT.  

Hasil rapat koordinasi untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan kerja 

stakeholders mencakup pemahaman konsep KSP, pedoman teknis pelaksanaan KSP 

(Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT), prioritisasi wilayah kerja, dan jadwal Rencana 

Aksi Pencapaian target KSP. Pedoman teknis pelaksanaan KSP digunakan sebagai acuan 

untuk membangun basisdata IGT sekoral terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan integrasi IGT 

dimulai di wilayah Kalimantan. Pemilihan wilayah Kalimantan ini adalah untuk menindak 

lanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 7 April 2016 

agar pelaksanakan Perpres KSP mendahulukan wilayah Kalimantan karena kompleknya 

masalah tumpang-tindih penggunaan lahan. Hasil kerja pelaksanaan KSP di wilayah 

Kalimantan dapat dijadikan sebagai model kerja (Pilot Project) untuk diterapkan di 

wilayah lainnya. Selain itu, rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tim 

Percepatan KSP juga menyepakati   untuk melakukan verifikasi ketersediaan data IGT di 

walidata IGT (19 K/L dan 34 Provinsi). Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, target 85 tema 

IGT dalam Rencana Aksi Perpres KSP bervariasi di setiap wilayah.   

Gambar 4.6 memperlihatkan jadwal pencapaian target kompilasi dan integrasi  

IGT yang disesuaikan dengan ketersediaan data hasil verifikasi di walidata IGT. Target KSP 

pada tahun 2016 adalah kegiatan Kompilasi dan Integrasi IGT di Kalimantan, tahun 2017 
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untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan tahun 2018 untuk 

wilayah Jawa, Maluku dan Papua. Rencana Kerja Sekretariat Tim Percepatan KSP tahun 

2018 yaitu melakukan kegiatan Kompilasi dan Integrasi untuk wilayah Jawa, Maluku, dan 

Papua. Sinkronisasi IGT tahun 2017-2019 dilaksanakan paralel dengan kegiatan integrasi 

IGT. 

 

 

 

4.3.2  Mengendalikan Proses Pelaksanaan Pencapaian Target  

Dalam tahap ini, Satgas-1 BIG  memverifikasi data IGT yang dikompilasi  dari para 

walidata. Hasil verifikasi data-data IGT kemudian diserahkan kepada setiap walidata 

untuk diintegrasikan terhadap IGD , melalui Rakortek atau Klinik Integrasi IGT minimal 

satu kali dalam sebulan.  Data-data IGT yang telah terintegrasi kemudian 

disinkronisasikan oleh Satgas-2  dari Kemenko Perekonomian.  Kegiatan kompilasi, 

integrasi, dan sinkronisasi IGT tersebut dikendalikan oleh Ketua Tim Percepatan KSP 

(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dengan melakukan rapat monitoring dan 

evaluasi minimal 2 (dua) bulan sekali. Kemajuan proses pelaksanaan KSP tersebut 

dilaporkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan KSP kepada Presiden 

secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Tahapan kegiatan 

kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT dibahas sebagai berikut. 

 

Gambar 4.6  Jadwal Pencapaian Target Kompilasi dan Integrasi IGT 



Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia   53 
 

  

4.3.2.1 Tahap Kompilasi  

Kompilasi data IGT merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan dan 

penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata IGT. Tujuan dari kompilasi IGT 

adalah untuk mengumpulkan data agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi 

IGT.  Kompilasi data IGT merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan dan 

penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata IGT. Tujuan dari kompilasi IGT 

adalah untuk mengumpulkan data agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi 

IGT.  Secara umum, terdapat tiga tahapan dalam kompilasi IGT yaitu pengumpulan data, 

penyerahan data dan penyimpanan data (Gambar 4.7).  

 Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam tahap pengumpulan data yaitu : 

penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Pengumpulan Data, penyusunan jadwal 

pengumpulan data, penyusunan surat permintaan data ke K/L terkait, dan penyiapan 

berita acara serah terima data, dan catatan status kelengkapan data.  

 

Sumber: PPIT-BIG, 2016 

Gambar 4.7   Diagram Alir  Kompilasi IGT 
 

Penyerahan data geospasial format digital dengan mengkopi data dari K/L terkait 

(Walidata IGT). Setiap penyerahan data IGT perlu dilengkapi dengan berita acara serah 
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terima dan status kelengkapan data. Bagi data yang memiliki sifat rahasia maka dalam 

berita acara serah terima harus disertakan sifat kerahasiaan data. Kelengkapan data yang 

diserahkan wajib memenuhi spesifikasi sebagai berikut:  

1. Format data vektor: GDB, SHP, DWG, DXF, MIF atau TAB. Data dalam format 

gambar [JPG, GIF, TIF] atau dokumen [XLS, DOC, PDF] diterima sebagai data 

pelengkap. 

2. Sistem referensi berupa datum IGT seperti WGS 84 atau SRGI-2013. 

3. Sistem koordinat berupa Geografik atau UTM. 

4. Skala  

5. Jenis data: titik, garis, atau poligon. 

6. Standar basisdata berupa KUGI atau non KUGI. 

7. Area cakupan. 

8. Metadata berupa informasi yang melengkapi proses dan sumber data 

geospasial yang diserahkan. Metadata format pendek berisi : 

a) Kementerian/Lembaga penyedia data 

b) Tahun Pembuatan 

c) Tahun Publikasi 

d) Standar yang digunakan 

Penyimpanan data merupakan cara menempatkan data geospasial pada tempat 

yang aman dan tidak rusak atau hilang dalam rangka menjamin keberlangsungan dan 

keberlanjutan ketersediaan IG. Prinsip penyimpanan harus merujuk pada kemudahan 

pencarian, pengambilan, dan kemudahan penggunaan bila sewaktu-waktu diperlukan.  

Data IGT hasil kompilasi disimpan dalam hard disk atau server yang dijamin keamanan 

datanya dengan sistem backup yang teratur.  

Data IGT hasil kompilasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) data utama, yaitu  

IGT berupa data spasial dan dokumen pendukung (Gambar 4.8). Data spasial berupa peta, 

baik vektor maupun raster, dalam bentuk digital maupun cetak. Peta tersebut menjadi 

data utama yang akan diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam format berbagi pakai 
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(KUGI: Katalog Unsur Geografi Indonesia) dan metadata dengan mengacu pada dokumen 

pendukungnya. Data pendukung berupa dokumen pendukung berupa kamus data, 

dokumen standar/pedoman dan peraturan-peraturan terkait IGT (Surat Keputusan, 

Peraturan Daerah atau yang lainnya).  

 

 

 
Sumber: PPIT-BIG, 2018 

Gambar 4.8  Ruang Lingkup Data Hasil Kompilasi IGT 
 

Data IGT dari hasil kompilasi terdiri dari 85 yang dikumpulkan  dari Pemerintah  

Pusat (29 K/L) dan Pemerintah Daerah (34 Provinsi). Kompilasi  IGT  dari Pemerintah Pusat 

dilakukan  melalui  kegiatan Klinik IGT di Pusat, sedangkan dari Pemerintah  dilakukan 

melalui Klinik Daerah.  Jenis-jenis IGT yang dikumpulkan dari Pemerintah Daerah meliputi: 

(1) IGT Perencanaan Ruang berupa Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing merupakan bagian dari 

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

(2) IGT Batas Wilayah berupa Peta Batas Wilayah Administrasi Provinsi dan Peta 

Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota yang juga menjadi bagian dalam 

Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota; 

(3) IGT Perizinan berupa Peta Izin Lokasi dan Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

yang diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur 
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atau Bupati/Walikota serta Peta HGU yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pertanahan Kementerian ATR/BPN; 

(4) IGT Utilitas berupa Peta Utilitas Jalan yang juga dilengkapi dengan Peraturan 

Gubernur atau Bupati/Walikota. 

 

 

 
 
 
 
  

Klinik Daerah merupakan kegiatan kompilasi dan verifikasi yang dilakukan di setiap 

provinsi dengan mengundang Dinas dan atau Organisasi Perangkat aerah (OPD)  terkait 

selaku penyelenggara IGT tersebut. Dalam pelaksanaan Klinik Daerah, perwakilan Dinas 

dan OPD diwajibkan untuk menyampaikan data terkait keempat jenis IGT tersebut. Data-

data tersebut berupa informasi geospasial (peta) dalam bentuk vektor digital beserta 

kelengkapan dokumen legalnya berupa Perda, SK Kepala Daerah (Gubernur/ 

Bupati/Walikota) terkait dengan peta yang disampaikan. Setiap penanggung jawab IGT 

Gambar 4.9  Contoh Jenis IGT Daerah yang dikompilasi 

 Sumber: PPIT-BIG, 2018 
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(Dinas/OPD)  diberikan berita acara kompilasi dilengkapi catatan atas data dan dokumen 

yang disampaikan. Mekanisme pelaksanaan Klinik Daerah secara teknis digambarkan 

pada diagram Gambar 4.10.  

 
 
 
 

4.3.2.2  Tahap  Integrasi  

Integrasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT terhadap IGD dan standar 

basisdata geospasial.  Kegiatan integrasi IGT mencakup kegiatan verifikasi  dan editing 

data IGT yang dikumpulkan dari para walidata. Tujuan dari integrasi IGT adalah untuk 

memastikan kualitas IGT sesuai dengan IGD dan standar yang ditetapkan. Terdapat dua 

tahapan dalam integrasi IGT yaitu verifikasi dan editing data.   

Verifikasi IGT  dilaksanakan oleh  Satgas-1 BIG selaku Penangungjawab kegiatan 

kompilasi dan inetgrasi IGT, sedangkan kegiatan Editing IGT  dilaksanakan oleh masing-

masing walidata IGT.   Kegiatan Editing IGT dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang 

dihasilkan pada saat kegiatan verifikasi IGT. Secara umum, alur kegiatan integrasi IGT 

dalam rangkaian pelaksanaan KSP digambarkan pada diagram alir di Gambar 4.11.   

Gambar 4.10   Diagram Alir Kompilasi IGT Daerah 
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Secara umum, verifikasi data dibagi dua menjadi verifikasi terhadap aspek spasial, 

atribut, dan metadata. Verifikasi secara spasial dilaksanakan dengan mengacu pada IGD, 

terutama terhadap unsur perairan (garis pantai, sungai, danau) dan transportasi. 

Verifikasi data spasial dilaksanakan mengacu terhadap IGD berdasarkan atas elemen 

kualitas data yang disepakati.  Elemen kualitas data spasial yang digunakan dalam proses 

verifikasi mengadopsi  ISO 19157 tentang Kualitas Data, sedang verifikasi data  atribut  

dan metada menggunakan standar  yang ditetapkan BIG, yaitu  KUGI  .  

Diagram alir proses verfikasi IGT  diperlihatkan pada Gambar 4.12.  Pelaksanaan 

verifikasi IGT diawali dengan pengecekan data, yaitu yang terkait dengan  format data 

geopsasial  (SHP, DWG, GDB, MIF) atau non-geospasial (JPG, GIF, TIF), datum dan sistem 

proyeksi, dan skala.  Apabila pengecekan data telah selesai, maka proses verifikasi dapat 

dimulai, yaitu dengan mengecek   ISO 19157, yang mencakup aspek-aspek:    

a. Kelengkapan data; 

b. Konsistensi logis; 

c. Akurasi posisi; 

d. Akurasi tematik; dan 

e. Akurasi temporal. 

 Sumber: PPIT-BIG, 2018 

 

 
Gambar 4.11   Diagram alir  Integrasi  IGT 
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Verifikasi kelengkapan data mencakup elemen kualitas commision (kelebihan data yang 

ada dalam sebuah set data) dan elemen omission (ketiadaan data dari suatu set data). 

Untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data diperlukan data pembanding 

seperti IGT dari sumber yang berbeda atau citra satelit penginderaan jauh. 

 

  Sumber: PPIT-BIG, 2016 

 

 

Gambar 4.12  Diagram Alir  Proses Verifikasi   IGT 
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Verifikasi konsistensi logis dimaksudkan untuk mengecek konsitensi logis, yaitu    

derajat kualitas data dari aspek  kepatuhan pada aturan-aturan logis struktur data, atribut 

dan hubungannya. Struktur data dapat berupa konseptual, logikal atau fisik. Aturan logis 

ini dapat didokumentasikan dalam spesifikasi produk data yang nantinya digunakan 

sebagai acuan seperti dalam evaluasi kualitas data. Konsistensi logis terdiri atas empat 

elemen kualitas data:  

a. Konsistensi konseptual: kepatuhan pada aturan-aturan skema konseptual;  

b. Konsistensi domain: kepatuhan pada nilai-nilai pada domain nilai; 

c. Konsistensi format: tingkat kepatuhan penyimpanan data disimpan dengan 

struktur fisik kumpulan data; dan 

d. Konsistensi topologis: kebenaran pengkodean secara eksplisit karakteristik 

topologi suatu kumpulan data. 

Verfikasi Konsistensi logis dilakukan dengan membandingkan basisdata dengan 

standar yang telah ditetapkan seperti KUGI, SNI, atau peraturan lain seperti peraturan 

menteri atau kepala lembaga. Jika terdapat perbedaan antara basisdata dan standar yang 

disepakati, maka harus dilakukan proses editing.  

Verifikasi akurasi posisi  dimaksudkan untuk mengecek  akurasi posisi fitur-fitur 

dalam suatu sistem referensi spasial. Akurasi posisi terdiri atas tiga elemen kualitas 

data:  

a. Akurasi absolut atau eksternal: kedekatan nilai koordinat yang dilaporkan pada 

nilai yang benar atau dianggap benar; 

b. Akurasi relatif atau internal: kedekatan posisi relatif fitur di suatu kumpulan data 

terhadap nilai posisi relatif yang benar atau dianggap benar; dan 

c. Akurasi posisi data grid: kedekatan nilai posisi spasial data berbentuk grid pada 

nilai yang benar atau dianggap benar. 

Akurasi posisi dilakukan dengan membandingkan IGT terhadap IGD yaitu Peta 

Rupabumi  atau Peta LPI. Perbandingan dilaksanakan terutama terhadap unsur perairan 

(garis pantai, sungai, danau) dan transportasi. Komponen akurasi posisi ini juga untuk  
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memastikan bahwa sistem referensi yang digunakan oleh IGT telah mengacu pada SRGI) 

2013, serta mempunyai skala peta yang sama dengan skala peta RBI. 

Verfikasi akurasi tematik dimaksudkan untuk mengecek tingkat keakuratan  peta 

tematik terhadap nilai yang ada pada kenyataan atau nilai yang menjadi acuan. Akurasi 

tematik terdiri atas tiga elemen kualitas data: 

a. Kebenaran klasifikasi: perbandingan kelas-kelas yang diberikan ke fitur-fitur atau 

atributnya dengan nilai acuan (misalnya survei lapangan atau data acuan); 

b. Kebenaran atribut non-kuantitatif: ukuran apakah atribut non-kuantitatif benar 

atau salah; dan 

c. Akurasi atribut kuantitatif: kedekatan nilai suatu atribut kuantitatif pada nilai yang 

benar atau dianggap benar. 

Untuk melakukan uji akurasi tematik diperlukan standar klasifikasi tema yang sudah 

ditetapkan dalam dokumen SNI atau peraturan yang berlaku. 

Verifikasi akurasi temporal dimaksudkan untuk mengecek kulitas atribut temporal 

dan hubungan temporal antar fitur. Akurasi temporal terdiri atas tiga elemen kualitas 

data:  

a. akurasi waktu pengukuran: kedekatan waktu pengukuran yang dilaporkan dengan 

nilai yang diterima atau diketahui sebagai nilai yang benar; 

b. konsistensi temporal: kebenaran urutan kejadian; dan 

c. validitas temporal: validitas data terhadap waktu. 

Dalam pengujian terhadap akurasi temporal perlu diketahui waktu pengambilan data dan 

perubahan tema terhadap waktu. Sebagai contoh, untuk pemetaan dampak bencana 

akan lebih valid dilakukan pada waktu yang tidak lama dari kejadian bencana.  

Berdasarkan pada data hasil verfikasi yang dilakukan oleh Satgas-1 BIG,  para 

walidata IGT melakukan editing data. Proses editing data dilakukan sesuai dengan 

rekmonedasi hasil verifikasi yang terdiri dari hasil pengecekan  (Faormat data, datum dan 

sistem pryeksi, dan skala) dan kualitas data.  
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Editing data  IGT  yang terkait dengan format data non-geospasial (JPG, GIF, TIF) dan 

dokumen (XLS, DOC, PDF) diakukan dengan melakukan konversi data kedalam format 

geospasial, seperti dengan digitasi. Data geospasial yang belum memiliki georeferensi 

perlu distandarkan dengan sistem koordinat geografis dan datum Datum : SRGI 2013  

sesuai dengan Peraturan Kepala BIG Nomor 15/2013 tentang Sistem Referensi Geospasial 

Indonesia 2013.  Jika data IGT memiliki    skala yang lebih besar dari IGD, maka harus 

dilakukan proses generalisasi; dan jika Jika skala IGT lebih kecil dari skala IGD, maka perlu 

dilakukan pendetailan data dengan survei ulang atau menggunakan data citra 

penginderaan jauh yang memiliki skala yang setara dengan IGD.  Proses generalisasi atau 

pendetailan data geospasial dilakukan pada aspek geometrik dan informasi tematiknya. 

Editing data yang terkait dengan kesalahan kelengkapan data dilakukan dengan 

menggunakan data lapangan data citra penginderaan jauh, agar kesalahan commission 

dan pmmission dapat diperbaiki. Yang terkait dengan kesalahan konsistensi logis, editing 

data dilakukan dengan    4 (Empat) jenis ketidak konsistenan data, yaitu :  

a. Data yang tidak konsisten secara konseptual: Editing dilakukan dengan melihat 

konsep dasar dari objek tematik yang dipetakan. Contoh : jika terdapat poligon 

mangrove yang di puncak gunung, maka poligon tersebut perlu dihapus. 

Keberadaan mangrove biasanya diasosiasikan dengan laut, pesisir, daerah rataan 

pasang surut, atau daerah datar bersubstrat lumpur, sehingga mustahil mangrove 

terdapat di puncak gunung;  

b. Data yang tidak konsisten secara domain: Editing dilakukan dengan melihat dari 

standar  nilai/domain dari objek tematik yang dipetakan. Contoh : peninjauan 

kembali dari data ph air dengan nilai 18,karena nilai ph air miliki rentang antara 0 

- 14; 

c. Data yang tidak konsisten secara format: Editing dilakukan dengan cara 

melakukan migrasi dari format data awal  ke format geodatabase KUGI; dan 

d. Data yang tidak konsisten secara aturan topologi data: Editing dilakukan dengan 

melakukan membenarkan kesalahan topologis sesuai dengan aturan topologis 
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yang berlaku pada data tematik tersebut. Contoh : poligon ς poligon yang gap 

pada data penutup lahan perlu diisi, karena salah satu aturan topologis dari data 

penutup lahan adalah tidak oleh ada gap antar poligon 

Editing data IGT yang terkait dengan kesalahan posisi memperhatikan tipe  fiturnya.  

Pada data IGT    bertipe titik, editing  dilakukan dengan cara mengubah koordinat/posisi 

ke koordinat/posisi yang dianggap benar. Pada data IGT bertipe garis atau polygon,  

editing   dilakukan jika kesalahan posisi tersebut bersifat sistematik. Kesalahan posisi 

bersifat sistematik adalah kesalahan posisi yang besar dan arah pergeseranya relatif sama 

pada semua lokasi yang tercakup pada data tersebut.  

Editing data IGT yang terkait dengan kesalahan tematik dilakukan  reinterpetasi  

melalui survei lapangan, citra penginderaan jauh resolusi tinggi, atau  data geospasial 

sejenis pada lokasi yang sama dengan kedalaman informasi serta akurasi tematik yang 

lebih tinggi.  Editing data IGT karena  kesalahan temporal tidak dilakukan 

Secara ringkas, integrasi IGT  adalah penyelarasan IGT terhadap IGD  melalui proses 

verifikasi  yang mencakup penyesuaian  IGT terhadap peta dasar (Peta  RBI), konsisten 

topologi, dan konsistensi atribut. Kriteria penyesuaian/pengecekan masing-masing aspek 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Kesesuaian terhadap peta dasar 

Beberapa IGT memiliki keterkaitan terhadap unsur-unsur peta dasar, bahkan 

menjadi bagian dalam unsur-unsur peta dasar. IGT yang demikian harus 

disesuaikan  geometri (lokasi dan bentuk) di dalam RBI dengan 

memperhatikan kenampakan citra satelit yang ada untuk validasi akurasi 

posisi pada level skala 1:50.000. Sedangkan beberapa IGT yang tidak memiliki 

keterkaitan dengan unsur peta dasar diverifikasi secara langsung 

menggunakan citra satelit. Unsur peta dasar yang digunakan dalam verifikasi 

baik pada IGT dengan format titik, garis dan area utamanya berupa garis 

pantai, hidrografi dan batas wilayah. 

b. Konsistensi topologi 
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Kriteria topologi dalam integrasi digunakan untuk memverifikasi kelayakan 

spasial IGT. IGT harus memenuhi kriteria topologi (khususnya yang area) 

berupa: 

a. Tidak ada overlap antar fitur yang digambarkan 

b. Tidak ada gap antar fitur yang digambarkan 

Kriteria-kriteria tersebut diberlakukan secara umum untuk semua unsur IGT, 

namun dengan memperhatikan karakter dari tema yang digambarkan 

karena sebagian tema tidak dapat diterapkan kriteria tersebut. 

c. Konsistensi atribut   

Atribut data menjadi satu kesatuan dengan data spasial dan IGT. Kelengkapan 

atribut data, terutama untuk field utama (primary field) menjadi kriteria dalam 

integrasi IGT. Primary field merupakan field yang berisi informasi utama atas 

obyek/fitur IGT yang digambarkan, berupa identitas atau nama secara unique. 

Tidak jelas/adanya primary field mengurangi informasi IGT, karena hanya 

sebatas sebarannya saja yang tergambarkan. 

 

 

 

 

 

 Sumber: PPIT-BIG, 2016 

 

 

Gambar 4.13  Proses Integrasi  IGT dalam KSP 
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4.3.2.3  Tahap  Sinkronisasi  

Sinkronisasi IGT  adalah rangkaian kegiatan penyelarasan terhadap IGT yang 

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemda (Permenko Perekonomian, 2019).  

Tujuan utama sinkronisasi IGT adalah untuk penyelesaian tumpang-tindih penggunaan 

lahan. Pelaksanaan sinkronisasi IGT tersebut melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu 

identifikasi tumpang-tindih, analisis penyelesian tumpang-tindih, dan pelaksanaan 

penyelesian tumpang-tindih (Gambar 4.14). Sumber data untuk sinkronisasi IGT adalah  

dataset IGT yang telah terintegrasi, terutama IGT status (IGT yang terkait dengan aspek 

hukum).  

 

 

 

Gambar 4.14  Diagram Alir Tahap Kegiatan Sinkronisasi IGT 

 Sumber: Sekretariat  Tim Percepatan KSP, 2019a 



66  Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia   
 
 

Tahapan identifikasi tumpang-tindih  dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan.  Startegi yang diterapkan adalah  

ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴŘŀƘǳƭǳƪŀƴ ǇŜƳōŜƴǘǳƪ ƭŀȅŜǊ   άtŜǘŀ ¢ŀǘŀƪŀƴέ ƪŀǿŀǎŀƴ ȅŀƴƎ ǘŜǊŘƛǊƛ ŘŀǊƛ ƭŀȅŜǊ 

batas wilayah administrasi,  layer kawasan hutan,  dan layer RTRW Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota.  Strategi tersebut  dimaksudkan untuk mempermudah  proses 

penyelesaian isu tumpang tindih IGT lainnya..  Pada tahap pemōŜƴǘǳƪŀƴ ƭŀȅŜǊ άtŜǘŀ 

¢ŀǘŀƪŀƴέ ƪŀǿŀǎŀƴΣ ƪŜǇŀǎǘƛŀƴ ŀŘŀ ǘƛŘŀƪƴȅŀ ǇŜǊƳŀǎŀƭŀƘŀƴ  ƭŀȅŜǊ-layer  pembentukanya 

dibahas dengan walidatanya. Terkait dengan batas wilayah admnistrasi dipastikan apakah 

sudah definitif atau masih indikatif.  Terkait dengan layer kawasan hutan dipastikan 

apakah sifatnya sudah penetapan atau masih penunjukan, atau  masih ada masalah  

dengan batas wilayah adiminsitrasi  Provinsi, Kabupaten/Kota.  Tekait dengan layer RTRW 

Provinsi dan Kabupaten/Kota apakah masih ada masalah dengan batas kawasan hutan.  

Apabila layer-ƭŀȅŜǊ  ǇŀŘŀ άtŜǘŀ ¢ŀǘŀƪŀƴέ  ƪŀǿŀǎŀƴ ǎǳŘŀƘ ŘƛǇŀǎǘƛƪŀƴ ǘƛŘŀƪ ŀŘŀ ƳŀǎŀƭŀƘΣ 

maka proses overlay antara IGT status yang diinginkan dapat dimulai.  

 

 

 

Berdasarkan hasil IGT terintegrasi, berbagai permasalahan tumpang-tindih antar 

IGT dapat teridentifikasi.  Permasalahan tumpang-tindih ini tidak dapat diselesaikan dari 

 Sumber: Sekretariat  Tim Percepatan KSP, 2019a 

 

 

Gambar 4.15 Strategi Sinkronisassi IGT    
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aspek teknis saja karena menyangkut IGT status  yang berimplikasi pada aspek hukum, 

memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi berbagai pihak, dan memerlukan berbagai 

pihak untuk penyelesaiannya.  Isu IGT status yang tumpang-tindih  dan perlu disesesaikan 

meliputi IGT perijinan dalam kawasan  hutan, IGT Ijin Usaha Pertambangan (IUP) , IGT 

wilayah Kerja Migas, IGT Hak Guna Usaha (HGU), IGT Hak Guna Bangunan, IGT  Hak 

Pengelolaan Lahan (HPL), IGT Izin Lokasi, dan IGT Lokasi dan Kawasan Transmigrasi. 

Dengan menggunakan perangkat lunak SIG, layer-layer IGT status tersebut  ditumpang-

susunkan (Overlay) dengan layer-ƭŀȅŜǊ άtŜǘŀ ¢ŀǘŀƪŀƴέ ƪŀǿŀǎŀƴΦ 

 

 

Hasil analisa spasial overlay  antar IGT status  menghasilkan 3 (tiga) rumusan tipologi 

permasalahan tumpang-tindih, yaitu tidak bermasalah, tidak bermasalah dalam kondisi 

tertentu, dan indikasi bermasalah (Permenko Perekonomian, 2019 Pasal 10). Tipologi 

tumpang-tindih tidak bermasalah  teridentifikasi sesuai dengan ketentuan peratuturan 

perundang-undangan.  Tipologi tumpang-tindih tidak bermasalah dalam kondisi tertentu 

teridentifikasi diperbolehkan karena persyaratan tertentu. Tipologi tumpang-tindih 

indikasi bermasalah teridentifikasi tidak sesuai dengan ketentuan peratuturan 

perundang-undangan. Hasil rumusan ke-3 ini dipetakan menjadi Peta Indikatif Tumpang-

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP,  2018b 

 

 

Gambar 4.16 Proses Sinkronisasi  antar IGT   untuk Penyelesaian 
Tumpang-Tindih Pemanfaatan Lahan    
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Tindih IGT (PITTI).    

Sesuai dengan Permenko Perekonomian No.2/2019 Pasal 13, PITTI  ditetapkan oleh 

Menko Perekonomian setelah divalidasi  di lapangan oleh Tim Percepatan KSP bersama 

instansi-instansi terkait.   Hasil rumusan PITTI  yang sudah disepakati kemudian 

ditetapkan oleh Menko Perekonomian dan dijadikan sebagai baseline untuk penyelesaian 

tumpang-tindih (Permenko Perekonomian 2019 Pasal 13).   

Permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan yang teridentifikasi dalam PITTI 

diselesaikan dengan penentuan skema prioritas  dan merumuskan rekomendasi 

penyelesaian tumpang tindih. Penentuan prioritas skema diusulkan oleh Sekretariat Tim 

Percepatan  KSP dengan mempertimbangkan usulan K/L dan atau Pemda, arahan Tim 

Percepatan KSP, arahan strategis dari Presiden, dan atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Permenko Perekonomian No.2/2019 Pasal 15),   

Dalam merumuskan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan, Tim 

Percepatan KSP berkoordinasi dengan K/L dan atau Pemda.  Peraturan yang digunakan 

dalam penyelesaian tumpang tindih tersebut memperhatikan prinsip legitimasi hukum, 

penghormatan hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, dan keberlanjutan 

Lingkungan (Sekretariat Tim Perce[atan KSP, 2019).  Perumusan rekomendasi pada setiap 

skema prioritas dilaksanakan paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak 

penetapan skema prioritas.  Hasil perumusan rekomendasi  penyelesaian tumpang tindih 

yang disepakati dengan K/L atau atau Pemda dituangkan dalam berita acara  untuk 

disampaikan kepada Menko Perekonomian (Permenko Perekonomian No.2/2019 Pasal 

16).  

Hasil rumusan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan 

dilaksanakan oleh K/L dan atau Pemda terkait, dengan diawali dengan menyusuna 

rencana aksi. Pelaksanaan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan 

tersebut dipantau oleh Tim Percepatan KSP (Permenko Perekonomian No.2/2019 Pasal 
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17).  Apabila permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan yang sudah tuntas, maka  

dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan atau  IGT 

sesuai dengan rencana aksi.  Hasil penyelesaian permasalahan tumpang tindih 

penggunaan lahan berupa produk hukum dan basisdata IGT hasil sinkronisasi disimpang 

dalam  geoportal KSP (Permenko Perekonomian No.2/2019 Pasal 19). Basisdata IGT hasil 

sinkronisasi tersebut sifatnya sudah C and C  (C: clean sudah terintegrasi terhadap IGD,  

clear: antar IGT Sudah tidak ada tumpang tindih).  

4.4  Capaian Target 

Sekretariat Tim Percepatan KSP telah menyelesaikan kegiatan kompilasi dan 

integrasi IGT secara nasional  sebanyak 84 dari 85 tema (99%) dari 19 K/L dan Pemda di 

24 Provinsi.  Satu Tema IGT yang belum terintegrasi  adalah   Peta Batas Desa/Kelurahan 

skala 1:10.000.  Apabila ditinjau berdasarkan capaian di setiap wilayah, capaian integrasi 

IGT di Kalimantan sebesar 92% (74 dari 80 IGT), Sumatera 95% (80 dari 84 IGT), Sulawesi 

95% (79 dari 83 IGT), Bali-Nusa Tenggara 91% (72 dari 79 IGT), Jawa 82% (73 dari 79 IGT), 

Maluku 86% (66 dari 77 IGT), dan Papua 82% (64 dari 78 IGT).  Data capaian integrasi IGT 

di setiap pulau tersebut menunjukkan bahwa cakupan ketersediaan jenis IGT di wilayah 

berbeda-beda.  Jenis IGT yang telah terintegrasi sebagian  besar (86%)  merupakan hasil 

kompilasi dari data yang telah tersedia dari K/L/P walidata.  Terdapat  8 tema  IGT (9% 

dari 85 tema)  belum terintegrasi karena sifatnya merupakan data pengadaan baru dan 

cakupan penyediannya belum lengkap (Dalam proses penyelesaian), sebagai contoh peta 

penutup lahan skala 1: 50.000, peta sistem lahan skala 1: 50.000, peta morfometri skala 

1: 50.000,  dan peta administrasi batas desa skala 1:10.000.   Terdapat  4 tema IGT ( 5% 

dari 85 tema)  merupakan jenis IGT yang memang tidak tersedia by nature,  sebagai 

contoh peta lahan  gambut  di pulau Jawa,  peta sebaran jaringan rel dan stasiun kereta 

api skala 1:50.000 di Papua.  
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Sampai dengan awal bulan Juli 2019, capaian sinkronisasi antar IGT sektor 

kehutanan, tata ruang, pertambangan, dan pertanahan diperlihatkan pada Gambar 4.18.  

Luas Tumpang-tindih Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi (PITTI)  di Kalimantan adalah 

10.435.919 ha  (19,3%  terhadap luas wilayah 53.983.830 ha),  di Sumatera 6,473.872 ha 

(13,3% terhadap luas wilayah 48 48.627.031 ha), di Jawa 1.435. 952 (10,7% terhadap luas 

wilayah 13.478.342 ha ), di Sulwesi 3.644.734 (19,6% terhadap luas wilayah 18.634.105 

ha), di Bali dan Nusa Tenggara 2.009.865  ha (27,3% terhadap luas wilayah 7.370.558 ha), 

dan di Maluku dan Papua  15.356.626  ha (31,2% terhadap luas wilayah 49.311.273 ha ).  

Penyelesian permasalahan tumpang-tindih penggunaan lahan di wilayah-wilayah 

tersebut menjadi pekerjaan rumah Sekretariat Tim Percepatan KSP.  Karena masalah 

tumpang-tindih menyangkut IGT status (Berdampak hukum), maka penyelesaian 

sinkronisasi IGT  akan memerlukan waktu lebih lama daripada penyelesaian integrasi IGT 

yang sifatnya lebih teknis.   

 

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP,  2018c 

 

 

Gambar 4.17   Capaian  Kompilasi dan Integrasi IGT     
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Untuk penyelesaian tumpang-tindih penggunaan lahan, Sekretariat Tim Percepatan 

KSP sedang mengembangkan peraturan yang mempertimtimbangkan prinsip legitimasi 

hukum, penghormatan hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, dan 

keberlanjutan Lingkungan. Prinsip legitimasi hukum merupakan faktor utama yang harus 

dipertimbangkan karena  penyelesaian tumpang-tindih penggunaan lahan menyangkut 

masalah hukum.  Penghormatan hak masyarakat diperlukan karena untuk menjaga 

jangan sampai masyarakat lokal merasa dirugikan. Penjaminan  kepastian berinvestasi 

diperlukan untuk menjaga jangan sampai  masalah tumpang-tindih penggunaan lahan 

merusak iklim investasi  yang dapat menghambat pembangunan kawasan dan 

infrastruktur. Prinsip keberlanjutan lingkungan  diperlukan untuk menjaga kelestarian 

sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan nasional berkelanjutan.  

Mengingat permasalahan sinkronisasi IGT  berkaitan dengan aspek hukum, aspek 

sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan; maka Tim Pecepatan KSP dalam 

pengambilan keputusan penyelesaian tumpang-tindih penggunaan lahan akan 

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP,  2019c 

 

 

Gambar 4.18    Capaian  Sinkronisasi  IGT   
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bekerjasam dengan stakeholders.  Skema pengambilan keputusan dalam sinkronisai IGT 

akan dilakukan secara  berjenjang (Gambar 4.19).  Sesuai dengan Permenko 

Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Pasa 16 ayat 2,  Tim Percepatan  KSP dalam 

merumuskan rekomendasi penyelesaian tumpang-tindih   mempertimbangkan usulan K/L 

dan atau Pemda.  Selain itu, jika dibutuhkan, dapat pula dilakukan analisis terkait lainnya 

(seperti analisis sosio-ekonomi dan analisis lingkungan hidup) untuk penyelesaian 

permasalahan tumpang-tindih (Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2019e) 

 

 

 

 

 

4.5  Berbagi Data IG  melaui  JIGN 

Hasil kegiatan Perpres KSP berupa dataset 85 tema IGT terintegrasi dipublikasikan 

di Geoportal KSP untuk diberbagikan melalui JIGN.   Pelaksanaan  berbagi data IG yang 

ada di Geoportal KSP  tersebut   diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018  dan tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi 

Geospasial melalui  JIGN    dan  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  

 Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP,  2019a 

 

 

Gambar 4.19   Skema Pengambilan Keputusan  dalam Sinkronisasi IGT    
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Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Berbagi Data Dan Informasi 

Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.  

Menurut amanat  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018   

Pasal 1, berbagi data  IG  hasil kegiatan KSP diperuntukkan kepada pemegang akses yang 

terdiri dari:  

1. Presiden dan Wakil Presiden,  

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,  

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional,   

4. Kepala Badan Informasi Geospasial,  

5. Menteri atau pimpinan lembaga,  

6. Gubernur,  

7. Bupati/Wali Kota.   

Setiap pemegang hak akses tersebut memiliki kewenangan hak akses  data yang berbeda-

beda.  Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 dan Pasal 5,  

kewenangan hak akses data diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:   

1. Mengunduh: pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh dan melihat 

Data dan Informasi Geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi 

Geospasial Nasional 

2. Melihat  : yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat data dan 

informasi geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi Geospasial 

Nasional 

3. Tertutup  : yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan 

melihat data dan informasi geospasial 

Ketujuh pemegang akses memilki kewenangan akses yang tertuang dalam 

Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 dan Pasal 5, yaitu:   
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1.  Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 

tertinggi mendapatkan akses terhadap Geoportal (mengunduh dan melihat) 

seluruh data IGT  

2.   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PPN/Bappenas dan 

Kepala BIG yang merupakan anggota tim percepatan kebijakan satu peta 

memiliki akses untuk mengunduh dan melihat sama halnya seperti Presiden 

dan Wakil Presiden.  

3.   Menteri atau pimpinan lembaga memiliki kewenangan akses untuk mengunduh, 

melihat, dan/atau tertutup. Selain itu Menteri atau pimpinan lembaga wajib 

menyampaikan secara tertulis daftar pejabat pemegang akses dan penerima 

mandat akses (mengunduh, melihat, dan/atau tertutup) 

 4. Kepala Daerah terdiri atas gubernur dan bupati/walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan akses mengunduh, 

melihat, dan/atau tertutup. Kepala Daerah dapat memberikan mandat akses 

kepada pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2018  Pasal 7 ayat 2, pemegang hak akses data  dapat memberikan 

mandat hak akses kepada pejabat lain.  Pemegang hak akses data dapat mengakases data 

hasil kegiatan Perpres KSP yang dipublikasikan di Geoportal KSP.  

Geoportal KSP merupakan wadah berbagi data dan IG melalui   JIGN yang memuat 

dataset 85 IGT terintegrasi  hasil kegiatan  Perpres KSP.  Geoportal KSP dapat diakses pada 

alamat http://portalksp.ina-sdi.or.id (Gambar 4.20).  Untuk mempermudah berbagi data, 

85 tema IGT di dalam Geoportal KSP dikelompokkan menjadi 7 kelompok tema, yaitu  

Batas Wilayah, Kawasan Khusus dan Transmigrasi, Kehutanan, Perencanaan, Perizinan 

dan Pertanahan, Sarana dan Prasarana, serta Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Gambar 

4.21). Nama setiap jenis IGT dari kelompok IGT dalam Geoportal KSP disajikan di Lampiran 

http://portalksp.ina-sdi.or.id/
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2, sedangkan pedoman untuk mengunduh data  IG di Geoportal KSP dapat dilihat di 

Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.20    Geoportal KSP untuk Berbagi Data  IG  (Rusmanto, 2019) 

Gambar 4.21  Pengelompokan dataset IGT dalam Geoportal KSP      

 Sumber: PPIT-BIG, 2018 
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Pencapaian target pelaksanaan percepatan KSP (Perpres KSP) untuk mewujudkan 

85 tema IGT terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia yang telah berlangsung sekitar 3 

tahun (2016 sampai dengan 2018) dapat dinyatakan berhasil, walaupun pencapaian 

target sinkronisasi antar IGT status masih baru pada tahap penyelesian PITTI. Belum 

tercapainya sinkronisasi IGT tersebut dapat dimaklumi karena IGT status yang 

disinkronisasikan berkaitan dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan, 

sehingga waktu penyelesiannya memerlukan waktu lebih lama.  Keberhasilan 

pengintegrasian IGT antar sektor merupakan modal awal bagi penyelesaian tumpang-

tindih penggunaan lahan secara tepat dan menjadi titik awal perbaikan tata kelola 

penyelenggaraaan IG di Indonesia di masa depan.  

Berdasarkan data empiris yang dikumpukan selama belangsungnya pelaksanaan 

Perpres KSP, pencapaian target KSP masih menyimpan berbagai permasalahan yang 

menjadi kendala bagi keberlanjutan pelaksanaan KSP di masa depan. Penyelesaian 

permasalahan tersebut merupakan tantangan bagi K/L/P terkait  untuk perbaikan data 

dan atau tata kelola penyelenggaraan IG dalam  upaya mewujudkan Satu Peta untuk 

perencanaan pembangunan kewilayahan yang lebih baik. Beberapa kendala yang 

menghambat pelaksanaan KSP di instansi-instansi terkait dibahas sebagai berikut. 

 

5. 1 Kerahasian Data dan Kebijakan Berbayar 

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, tujuan utama pelaksanaan KSP adalah 

untuk berbagi data melalui JIGN dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan, 

dengan   melibatkan banyak instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan IGT. 

Berbagi data IGT dimaksud membawa konsekwensi keterbukaan data dan tidak berbayar 

(gratis). Kondisi berbagi data yang diinginkan dalam pelaksanaan KSP seperti ini belum 

bisa diterima oleh semua K/L/P walidata IGT.  

Selama berlangsungnya proses pembahasan pengaturan kewenangan akses 

berbagai data melalui JIGN, masih banyak instansi walidata IGT yang berkeratan apabila 

karakter datanya (terutama data atribut) dibuka untuk pengguna dan diberikan secara 
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gratis. Instansi-instansi yang berkeratan terhadap keterbukaan data dan tidak berbayar 

tersebut memang sesuai dengan peratuan yang berlaku di kementerian atau badan 

dimaksud. Permasalahan ini menjadi kendala terhadap implementasi KSP, terutama 

dalam hal berbagi data IG melalui JIGN untuk publik.   

 

5.2 Kualitas dan Ketersediaan Peta Rupabumi   

Peta RBI digunakan sebagai peta dasar dalam proses integrasi IGT. Kesalahan-

kesalahan dalam Peta RBI menyebabkan proses integrasi menjadi terkendala. Kesalahan-

kesalahan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian geometri antar unsur yang 

digambarkan (misal antara garis pantai dengan wilayah administrasi), kesalahan geometri 

unsur yang digambarkan (misal garis pantai yang tidak menyambung), unsur-unsur RBI 

yang terpotong oleh batas blad Nomor Lembar Peta (NLP) serta terdapatnya garis pantai 

yang berbeda pada satu wilayah yang sama. Permasalahan ini dapat diminimalisasi 

melalui permintaan telaah RBI oleh seluruh pihak terkait dengan penggunaan Peta RBI. 

Permasalahan lain dengan Peta RBI terkait dengan pembaharuan Peta RBI yang 

penyelesaian dan penyerahannya dilaksanakan pada pertengahan semester pertama 

tahun berjalan, sementara pelaksanaan kegiatan PKSP dimulai sejak awal semester 

pertama tahun berjalan. Dengan demikian akan terjadi keterlambatan proses Integrasi 

IGT yang menunggu penyelesaian Peta RBI tersebut. Selain itu, peta RBI skala 1:50.000 

dibuat dalam waktu yang berbeda-beda dan menggunakan data yang bebeda-beda pula, 

sehingga menghasilkan peta dengan berbagai kualitas. 

 

5.3  Keterbatasan Data Spasial  

Ketersediaan IGT yang menjadi obyek pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagian 

besar belum memenuhi kriteria awal untuk dapat diintegrasikan pada skala 1:50.000. 

Beberapa IGT dibuat pada skala yang lebih kecil dari skala 1:50.000. Secara kaidah 

pemetaan, IGT-IGT tersebut tidak dapat dengan serta merta diintegrasikan pada skala 
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1:50.000. Di sisi lain, tidak memungkinkan juga dilakukan pemetaan ulang untuk skala 

1:50.000 yang dapat diselesaikan pada tahun yang sama untuk dapat segera 

diintegrasikan.  

Beberapa IGT juga ada yang memiliki skala yang lebih besar. Obyek-obyek yang 

digambarkan memiliki kedetailan yang lebih baik dibandingkan dengan peta dasarnya. 

Bahkan banyak obyek yang ada di dalam IGT tidak tergambarkan di peta dasarnya. Oleh 

karena itu proses integrasi IGT dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil dari 1:50.000   

hanya sebatas menyesuaikan dengan unsur-unsur garis pantai dan perairan yang ada 

pada peta dasar. Selain skala yang tidak sama, permasalahan lain terkait kualitas IGT 

adalah tidak adanya standar pemetaan IGT yang sesuai dengan standar pemetaan pada 

skala 1:50.000. Bahkan IGT-IGT yang disebutkan telah memiliki skala 1:50.000, belum 

memenuhi standar pemetaan skala tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan 

dalam menggambarkan obyek yang dipetakan, termasuk sistem hierarki klasifikasi 

pemetaan yang tidak konsisten. 

Permasalahan lain adalah terkait dengan kelengkapan informasi atribut IGT. 

Beberapa IGT meskipun secara lengkap menggambarkan obyeknya namun tidak disertai 

dengan informasi atribut yang lengkap. Penyediaan informasi obyek masih sebatas 

lokasi/koordinatnya saja, sedangkan identitas dari masing-masing obyek yang dipetakan 

masih belum lengkap. Permasalahan tersebut menjadi kendala pelaksanaan KSP, 

terutama dalam proses integtrasi. 

 

5.4  IGT Status Berimplikasi Hukum 

Data IGT yang menjadi target Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dikelompokkan menjadi 

3 kelompok IGT, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang dan IGT Potensi. IGT Status 

adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan, IGT Perencanaan adalah 

IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang, dan IGT Potensi adalah IGT 

yang memuat informasi mengenai transportasi dan utilitas, lingkungan dan potensi 

kawasan. IGT Status dan IGT Perencanaan Ruang merupakan IGT yang memiliki 
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keterkaitan erat dengan dokumen legal karena menjadi bagian (lampiran peta) dari suatu 

surat sertifikat, peraturan daerah atau produk hukum lainnya. Penyesuaian terhadap 

peta-peta tersebut akan berimplikasi pada perubahan dokumen hukumnya. Dengan 

demikian, proses integrasi dan sinkronisasi IGT yang berimplikasi pada perubahan data 

tidak dapat dilaksanakan secara sederhana dan selesai melalui desk study saja. Kondisi ini 

menjadi penyebab pelaksanaan KSP berjalan lambat.   

 

5.5  Ketersediaan Sumber Daya Manusia Bidang IG 

Permasalahan terbatasnya ketersediaan SDM Bidang IG baik secara kualitas 

maupun kuantitas erat kaitannya dengan permasalahan kualitas IGT yang masih rendah. 

Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya jumlah SDM di bidang IG mengakibatkan 

rendahnya kualitas IGT yang dihasilkan. Hal ini terjadi pada lingkup penyediaan IGT di 

instansi pusat maupun daerah. Berdasarkan observasi yang dilakukan, dari 19 K/L peserta 

pelaksanaan Perpres KSP, hanya sekitar 25% yang memiliki jumlah SDM Bidang IG. 

Bahkan, sebagian besar K/L tersebut tidak memilki unit khusus yang menangani 

penyelenggaraan IGT yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang 

diamanatkan dalam UU-IG Pasal 23.  

Keberhasilan pelaksanaan KSP tidak hanya di pengaruhi oleh ketersediaan SDM 

Bidang IG di internal K/L/P (Kalangan pemerintah) , tetapi juga dipengaruhi oleh 

ketersediaan SDM Bidang IG di kalangan swasta (Industri IG). Kemampuan produksi 

industri IG sangat tergantung pada ketersediaan SDM Bidang IG yang memadai baik dari 

aspek kualitas maupun kualitas. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PSKIG-BIG 

(2018), jumlah SDM Bidang IG nasional pada tahun 2015 sekitar 8.584 orang, sedangkan 

jumlah yang dibutuhkan adalah 31.500 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan jumlah 

SDM Bidang IG baru terpenuhi sekitar 25%. Keterbatasan SDM Bidang IG yang demikian 

berpotensi menghambat pelaksanaan keberlanjutan KSP di masa depan. 
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5.6 Kesiapan Simpul Jaringan dalam JIGN 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perpres Nomor 27/2014 tentang JIGN, simpul 

jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, 

pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial (DG) dan 

informasi Geospasial (IG) tertentu.  Simpul jaringan berdasarkan tugas dan wewenang 

terdapat dua jenis simpul jaringan yaitu simpul jaringan pusat dan simpul jaringan daerah. 

Simpul jaringan pusat merupakan organisasi pada kementerian atau lembaga pada level 

nasional yang memiliki tugas dan fungsi simpul jaringan, sedangkan simpul jaringan 

daerah merupakan organisasi pada satuan kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh 

Pimpinan Pemerintah Daerah. Kesiapan Simpul Jaringan dalam JIGN tergantung pada unit 

produksi dan unit pengelolaan dan penyebarluasan. Unit produksi mempunyai tugas 

untuk mengumpulkan, mengolah, menggunakan DG dan IG. Dalam kaitan dengan tugas 

tersebut, unit produksi juga harus memastikan metadata tersedia untuk semua DG dan 

IG yang dikelolanya. Unit produksi juga melakukan kegiatan pembaruan DG dan IG, 

sedangkan Unit pengelolaan dan penyebarluasan mempunyai tugas untuk menyimpan, 

melakukan tindakan pengamanan dan menyebarluaskan DG dan IG. Hasil kajian yang 

dilakukan oleh Suprjaka et al. (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar simpul jaringan 

dalam JIGN baik di pusat maupun daerah masih terkendala oleh aspek kelembagaannya. 

Permasalahan kelembagaan simpula jaringan ini akan menghambat berbagi data IG yang 

menjadi target utama pelaksanaan KSP.  

5.7  Kewenangan Pendistribusian Data Tidak Berfungsi 

Keberhasilan pelaksanaan KSP dipengaruhi oleh eksistensi kelembagaan walidata 

IGT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perpres KSP, walidata IGT adalah pimpinan tinggi 

pratama pada K/L yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut 

peraturan perundang-undangan penyelenggaraan IGT. Walidata IGT memiliki 

kewenangan produksi data IGT tema tertentu sesuai dengan kebijakan K/L/P masing-

masing. Pada umumnya kewenangan pendistribusian data IGT dari unit produksi 
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(Walidata) di K/L berada di unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Kenyataan di 

lapangan yang sering terjadi menunjukkan bahwa aliran produksi data IGT ke Pusdatin 

(Simpul Jaringan) tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, banyak 

Pusdatin di K/L tidak memiliki data IGT, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dalam 

pendistribusian data. Kondisi yang demikian dikhawatirkan dapat menghambat 

berlangsung berbagi data IGT melalui JIGN, sebagai tujuan utama implementasi KSP 

dalam mendukung pembangunan nasional.   
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Program Percepatan KSP yang telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan 

Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 merupakan  salah satu 

program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya program KSP ini, 

perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas 

tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data geospasial yang 

akurat.  

Pada tanggal 11 Desember 2018, Presiden RI Joko Widodo secara resmi 

meluncurkan Geoportal KSP yang bertujuan untuk menyediakan Satu Peta yang akurat 

dan akuntabel sebagai acuan dalam merumuskan pembangunan masa depan. Geoportal 

KSP merupakan wadah berbagi data dan informasi geospasial melalui JIGN yang memuat 

capaian target KSP, yaitu 84 dari 85 tema IGT terintegrasi (99%)  dari 19 K/L dan Pemda 

di 34 provinsi.  Dataset IGT tersebut telah diunggah ke dalam Geoportal KSP dan sudah 

dapat diakses oleh K/L maupun Pemda.  

Sekretariat Tim Percepatan KSP (2019c) telah menyelesaian sebagian target 

sinkronisasi IGT, yaitu identifikasi permasalahan tumpang-tindih penggunaan lahan 

(PITTI) di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, dan 

Papua. Penyelarasan IGT yang tumpang-tindih tersebut telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019. Penyelesaian 

permasalahan PITTI tersebut merupakan salah satu tantangan yang perlu segera 

diselesaikan agar tidak berdampak pada ketidakpastian pemanfaatan lahan di berbagai 

sektor. Karena berkaitan dengan aspek hukum, penyelesaian sinkronisasi antar IGT status 

akan memerlukan waktu lebih lama dari pada penyelesaian permasalahan intergrasi IGT 

yang sifatnya lebih teknis. Untuk menuntaskan penyelesaian target KSP tersebut, 

keberlanjutan KSP menjadi keharusan untuk menjawab berbagai tantangan dan 

hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang-

tindih penggunaan lahan. Selain itu, faktor-faktor lainnya yang mendorong keberlanjutan 

KSP di masa depan juga perlu menjadi pertimbangan. 
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6.1 Faktor Pendorong  

KSP merupakan kebijakan strategis pemerintah, sehingga keberlajutannya perlu 

memperhatikan kebijakan dan regulasi-regulasi yang bersinergis untuk memperkuat 

program KSP di masa depan. Kebijakan dan regulasi yang bersinergi menjadi faktor 

pendorong bagi pentingnya keberlanjutan KSP.   Faktor pendorong keberlanjutan KSP 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

6.1.1 Arahan Presiden RI Joko Widodo 

Presiden RI Joko Widodo pada saat peluncuran Geoportal KSP tanggal 11 Desember 

2018 menegaskan bahwa  KSP akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Arahan yang disampaikan 

pada saat peluncuran Geoportal KSP terdiri dari: 

1. Kementerian/Lembaga agar segera melakukan penambahan peta tematik yang 

dibutuhkan untuk penyelesian tumpang-tindih pemanfaatan lahan 

2. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah agar segera memanfaatakn 

Peta Indikatif Tumpang-Tindih IGT (PITTI) sebagai peta kerja untuk 

menyelesaikan tumpang-tindih pemanfaatan lahan 

3. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan 

produk Kebijakan Satu Peta dalam Perencanaan pembangunan berbasis spasial 

4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar berkolaborasi untuk 

menyelesaikan permasalahan tumpang-tindih pemanfaatan lahan di lapangan 

5. Kepala Daerah agar melakukan upaya percepatan pemetaan batas 

desa/kelurahan, dan agar mengkoordinasikan teknis pemetaannya dengan 

Badan Informasi Geospasial. 

6. Badan Informasi Geospasial agar menyusun mekanisme data updating yang 

efektif, serta menyiapkan peta dasar skala yang lebih besar, agar 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan 

tematik dengan skala yang lebih besar. 
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Arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa program KSP harus dilanjutkan 

untuk menyelesaikan target-target strategis yang belum tuntas untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang, seperti konflik tumpang-tindih penggunaan lahan, 

penambahan tema baru IGT, pemutakhiran IGD dan IGT skala menengah (1: 

50.000/1:25.000), pemanfaatan produk KSP di Geoportal, penguatan koordinasi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, percepatan pemetaan batas 

desa/kelurahan, penyediaan peta dasar (Peta RBI) dan peta tematik skala besar 

(1:5.000).  

 

 

 

 

6.1.2 Peraturan Presiden Tentang Satu Data Indonesia  

Salah satu tujuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data 

Indonesia (Perpres SDI) adalah mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, 

terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar 

Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pengendalian pembangunan. Ruang lingkup data yang menjadi target perbaikan tata 

kelola dalam Perpres SDI adalah data statistisk, data geospasial, dan data keuangan 

negara. Adapun ruang lingkup data yang menjadi target Perpres KSP adalah data 

Gambar 6.1     Presiden RI Joko Widodo Memberi Arahan pada saat 
Peluncuran Geoportal KSP 
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geospasial. Oleh karena itu, pelaksanaan Perpres SDI yang terkait dengan perbaikan tata 

kelola data geospasial secara otomatis melanjutkan program/kegiatan KSP.  Kedua 

Perpres  tersebut memiliki tujuan yang saling mendukung (Bersinergi)) dalam bebeberapa 

hal, yaitu: 

1. Mewujudkan ketersediaan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu , dan 

dapat didipertanggungjawabkan.  

2. Mewujudkan ketersediaan data geospasial yang mudah diakses dan 

dibagipakaikan melalui satu portal, yaitu melalui Portal Satu Data (data.go.id) 

yang terintegrasi dengan JIGN (Geoportal KSP) 

3. Data geospasial yang dibagipakaikan menggunakan standar yang sama 

4. Mewujudkan ketersediaan data geospasial sebagai dasar perencanaan 

pembangunan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perpres SDI Pasal 2, SDI dimaksudkan untuk 

mengatur penyelenggaraan tata kelola data (Data statistik, data geospasial, dan data 

keuangan negara) yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk 

mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan. 

sedangkan tujuan Perpres KSP adalah untuk penyediaan data geospasial (Satu Peta) yang 

mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal.  

Oleh karena itu, integrasi program KSP dan SDI menjadi suatu keharusan agar kedua 

regulasi ini saling menguatkan untuk mewujudkan data geospasial untuk pembangunan 

nasional yang akurat dan akuntabel yang dapat diakses melalui JIGN. Abidin (2019) 

menjelaskan integrasi KSP (One map Policy/OMP), SDI (One Data Indonesia/ODI), dan 

proses pembangunan informasi geospasial (Geospatial Information Development 

Process) seperti yang disajikan pada Gambar 6.2. Produk KSP (Satu Peta) yang diproses  

melalui kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi dapat diakses oleh pengguna 

melalui Portal Satu Data Indonesia. (ODI Portal) yang terintegrasi dengan JIGN (National 

Geospatial Information Network/NIGN). Nugroho (2019) menjelaskan bahwa KSP 
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bersinergi dengan SDI dan JIGN menjadi pilar strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah 

Indonesia di era revolusi industri 4.0 (Gambar 6.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6.3 Strategi Menuju Pemerintah Indonesia 4.0 (Nugroho, 2019) 
 

6.1.3 Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi  

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 

(Stranas PK) dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif 

dan elisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor 

yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan 

Gambar 6.2 Integrasi KSP, SDI, dan Proses Penyelenggaraan IG (Abidin, 2019) 
       


